IMPLEMENTASI GANTI KERUGIAN TERHADAP TERSANGKA AKIBAT PENANGKAPAN DAN PENAHANAN YANG TIDAK SAH (Analisis Kasus Praperadilan Nomor:03/Pid.Pra/2013/PN.Mks) by KHADAVI, MUSLIM
SKRIPSI
IMPLEMENTASI GANTI KERUGIAN TERHADAP TERSANGKA AKIBAT
PENANGKAPAN DAN PENAHANAN YANG TIDAK SAH











IMPLEMENTASI GANTI KERUGIAN TERHADAP TERSANGKA AKIBAT
PENANGKAPAN DAN PENAHANAN YANG TIDAK SAH





Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Hukum Dalam Departemen Hukum Pidana











MUSLIM KHADAVI (B111 13 366). Ganti Kerugian terhadap
tersangka akibat dari penangkapan dan penahanan yang tidak sah
(Analisis Kasus Praperadilan Nomor:03/PID.PRA/2013/PN.MKS),
Dibimbing oleh H. M. Said Karim, sebagai Pembimbing I dan Haeranah,
sebagai Pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang
ganti kerugian dalam KUHAP dan juga dalam Peraturan Pelaksaan yang
terkait dengan ganti kerugian dan Untuk mengetahui implementasi ganti
kerugian terhadap tersangka akibat dari penangkapan dan penahanan yang
tidak sah yang diajukan pemohon dalam putusan
Nomor:03/PID.PRA/2013/PN.MKS.
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar yaitu pada Pengadilan
Negeri Makassar dan Kepolisian Resort Besar Kota Makassar dengan
menggunakan tekhnik pengumpulan data melalui studi lapangan yakni
melakukan wawancara langsung dengan hakim dan juga polisi, dan studi
kepustakaan dengan membaca berbagai literature dan perundang-undangan
yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan, yaitu: Pertama,
Pengaturan hukum mengenai ganti kerugian dapat dilihat dasarnya pada Pasal
9 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan
Pasal 95 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang intinya
mengatakan bahwa Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun
diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan
mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti
kerugian. Kedua, Implementasi pemberian ganti kerugian bagi tersangka yang
dikenakan tindakan penangkapan dan penahanan yang tidak sah oleh aparat
penegak hukum di Kota Makassar belum optimal, hal ini didasarkan pada hasil
penelitian yang menunjukkan bahwa masyarakat di Kota Makassar yang
sangat sedikit mengetahui adanya ganti kerugian dari negara apabila
ditangkap dan ditahan tidak sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana. Ada beberapa kendala ataupun faktor yang mempengaruhi
penerapan/implementasi ganti kerugian yang dialami tersangka oleh aparat
penegak hukum di Kota Makassar, yaitu: Peraturan mengenai ganti kerugian
yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman, Kurangnya
pengetahuan masyarakat tentang adanya hak ganti kerugian, Hak Ganti
Kerugian dapat diperoleh dengan terlebih dahulu harus dimohonkan, Prosedur
pengajuan permohonan ganti kerugian tidak jelas, Prosedur untuk
mendapatkan uang ganti kerugian yang panjang dan lama.
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ABSTRACT
MUSLIM KHADAVI (B111 13 366). Implementation of compensation to
suspects as a result of arrest and illegal detention (pre-trial case analysis No. 03 /
PID.PRA / 2013 / PN.MKS), Supervised by H. M. Said Karim, as Supervisor I and
Haeranah, as Advisor II.
This study aims to discover the legal arrangements concerning compensation
in Criminal Code and include the Implementation Regulations relating to indemnity
and compensation as well to detect the indemnity implementation of the suspect as
a result of arrest and illegal detention filed by applicant in judgment No. 03 / PID.PRA
/2013/PN.MKS.
This research was conducted in the city of Makassar, namely the Makassar
District Court and Police District in City of Makassar using data collection techniques
through field studies that stimulated direct interviews with judges and police, and
literature study by reading a variety of literature and legislation relating to the subject
designated.
Based on the research results, it can be obtained a conclusion, namely: First,
legal arrangement on indemnity can be acquired essentially in Article 9 of Law No. 48
Year 2009 on Judiciary Ascendancy and Article 95 of the Criminal Code Procedure
(KUHAP), which essentially stated that someone arrested, detained, charged or
prosecuted without any reason based on law or mistake ground about the person or
the legal application, is granted the right to indemnity. Second, implementation of
indemnity conferral for the suspect charged with arrests and illegal detention by law
enforcement officers in Makassar is not optimal yet, it is based on research showing
that society in Makassar has slight awareness of any form of indemnity from the state
if arrested and detained procedure are not in accordance with the Criminal Code
Procedure. There are some obstacles or factors that affect the application /
implementation of damages suffered by the suspect by law enforcement officers in
the city of Makassar, namely: Regulation on indemnity that is no longer relevant to
epoch development, the lack of society knowledge about their right to indemnity, the
right for indemnity can be obtained by firstly request, Procedure of indemnity request
submission is unclear, procedures to obtain the indemnity requires long period.
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum
(rechtstaat) dan bukan negara yang berdasar atas kekuasaan belaka
(machtstaat). Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa:“Negara
Indonesia adalah negara hukum”. Di dalam suatu negara hukum atau rule of
law sesungguhnya mempunyai sendi-sendi yang sifatnya universal dan
bahkan cukup fundamental, seperti pengakuan dan perlindungan terhadap
hak-hak asasi manusia, adanya aturan hukum yang mengatur tindakan negara
atau pemerintah dalam arti tindakan aparatur negara tersebut dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh sebab itu maka setiap langkah
yang diambil oleh penguasa atau dalam hal ini pemerintah harus berdasarkan
atas hukum guna mencegah adanya tindakan yang sewenang-wenang dari
negara atau penguasa, serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak asasi
manusia setiap warga negara.
Negara hukum menghendaki agar hukum itu ditegakkan artinya harus
dihormati dan ditaati oleh siapapun baik warga masyarakat maupun oleh
pemerintah. Negara tidak lepas dari tujuannya yaitu menciptakan ketertiban
2umum dan keamanan serta keadilan maupun kesejahtraan dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara.
Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk mencapai atau
menciptakan tata tertib, keamanan, ketentraman dalam masyarakat, baik
merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan
setelah terjadinya pelanggaran hukum. Apabila undang-undang yang telah
menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta dari tindakan aparat penegak
hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup
bangsa Indonesia, maka sudah otomatis penegak hukum tidak akan mencapai
sasarannya.
Salah satu garis besar penegakan hukum di Indonesia ialah adanya
perbuatan melawan hukum. Penegakan hukum merupakan segi yang lain dari
pembentukan hukum. Keduanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat
dipisahkan. Hukum dapat mengkualifikasi suatu perbuatan sesuai dengan
hukum dan mendiskualifikasikannya sebagai melawan hukum. Perbuatan
melawan hukum membawa konsekuensi bagi pembuatnya, yang digarap pula
oleh hukum dengan menggunakan sanksi.
Indonesia sebagai negara hukum tentu mempunyai berbagai peraturan
yang mengatur seluruh aspek kehidupan warga negaranya, baik yang
mengatur hubungan orang perorangan yang biasa disebut dengan hukum
privat, maupun hukum yang mengatur hubungan antar manusia sebagai
3makhluk individu dengan negara yang biasa disebut dengan hukum publik.
Dalam hukum publik, negara sebagai organisasi  kekuasaan wajib
menjalankan tugasnya tanpa ada perlakuan diskriminatif. Hal ini dapat
dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi:
Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan
tidak ada kecualinya.
Setiap orang yang terbukti melakukan kesalahan atau tindak kejahatan
harus mendapat hukuman sesuai dengan kesalahan atau kejahatannya tanpa
memandang status sosial orang tersebut. Begitupun sebaliknya, apabila,
seseorang tidak terbukti melakukan suatu kesalahan maka sudah sepantasnya
orang tersebut dibebaskan.
Untuk menerapkan dan menegakkan hukum di Indonesia, aparat penegak
hukumlah yang bertugas dan berwenang untuk menjalankannya. Namun,
terkadang aparat penegak hukum melaksanakan tugas dan kewenangannya
tidak berdasarkan pada prosedur sebagaimana yang diatur di dalam undang-
undang. Misalnya, dalam melakukan tindakan upaya paksa kepada tersangka
seperti melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan, atau penggeledahan
yang tidak berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(selanjutnya disingkat KUHAP). Namun perihal tersangka yang mengalami hal
tersebut diberikan hak oleh KUHAP untuk menuntut ganti kerugian atas
tindakan yang tidak sah tersebut. Hal ini juga diatur dalam Pasal 9 ayat (1)
4Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang diganti dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2004 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan
Kehakiman yang berbunyi:
Bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili tanpa
alasan berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai
orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian
dan rehabilitasi.
Sebelum undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman duterapkan di Indonesia, belum ada
peraturan mengenai ganti kerugian. Dalam hukum acara pidana lama pun tidak
diatur mengenai masalah itu kecuali melalui proses perdata yang didasarkan
kepada perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) atau perbuatan
melanggar hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheisdaad) yang
tercantum dalam Pasal 1365 Burgelijk Weetbook (BW). 1
Penjabaran ketentuan mengenai ganti kerugian tercipta setelah lewat 11
Tahun, yaitu lahirnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada akhir
Tahun 1981 yang tercantum dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 101. Akan
tetapi ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tersebut
masih kurang sempurna karena masih perlu dijabarkan dalam peraturan
pelaksanaan (peraturan pemerintah) antara lain ketentuan yang tegas
1 Andi Hamzah. 2001. Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika:Jakarta. Hal. 193
5mengenai dalam hal-hal apakah ganti kerugian ini dapat diberikan dan
bagaimana hakim menilai besarnya ganti kerugian tersebut. Di negara Belanda
hal ini diserahkan kepada pertimbangan keadilan dan kebenaran.
Salah satu syarat untuk menuntut ganti kerugian adalah tidak sahnya suatu
penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
Tindakan penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum haruslah
sesuai dengan prosedur sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) KUHAP. Untuk
menentukan seseorang itu dapat dilakukan tindakan penangkapan dan
penahanan kepadanya, maka aparat penegak hukum harus memenuhi syarat
yaitu adanya bukti permulaan dalam hal ini adalah keterangan saksi. Tetapi
yang menjadi permasalahan  banyak tersangka tidak menuntut ganti kerugian
atas penangkapan dan penahanannya yang tidak sah ialah kecilnya jumlah
ganti kerugian yang dapat diberikan.
Setelah lahirnya Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang
Pelaksanaan KUHAP (kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 58
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun
1983 tentang pelaksanaan KUHAP), untuk menjawab masalah ganti kerugian
dalam KUHAP yang masih kurang penjabarannya, maka diharapkan
seseorang dikenakan tindakan upaya paksa seperti ditahan, dituntut, maupun
diadili yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat
memperjuangkan haknya untuk memperoleh keadilan.
6Meskipun Undang-undang maupun peraturan-peraturan lainnya sudah
dianggap lengkap untuk memberikan jaminan terhadap orang yang dikenakan
upaya paksa yang tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-
undang dapat menuntut ganti kerugian terhadap negara namun sesuai dengan
prapenelitian yang dilakukan oleh penulis dilapangan sangat sedikit yang
mengajukan praperadilan melalui pengadilan untuk menuntut ganti kerugian
terhadap negara.
Berangkat dari berbagai uraian latar belakang di atas, terkhusus pada
uraian yang terakhir disebutkan, penulis dengan ilmu yang masih terbatas
melihat sebuah permasalahan dalam hukum pidana kita khususnya yang
terkait dengan ganti kerugian dan berniat untuk memberikan sumbangsih
pemikiran untuk menjawab permasalahan dalam suatu penelitian dengan
mengangkat judul “Implementasi Ganti Kerugian Terhadap Tersangka
Akibat dari Penangkapan dan Penahanan yang Tidak Sah (Studi Kasus
Kota Makassar Tahun 2011-2015)”, lebih memfokuskan lagi dan
mempersempit pembahasan, penulis memilih untuk membahas Ganti
Kerugian jenis kompensasi yaitu suatu bentuk ganti kerugian yang berupa
imbalan sejumlah uang dari negara terhadap tersangka yang dikenakan
tindakan upaya paksa (penahanan, penangkapan, penggeledahan dan
penyitaan) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka untuk
memfokuskan penulisan skripsi ini, penulis membatasi pembahasan rumusan
masalahnya pada:
1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang ganti kerugian dalam
KUHAP dan Peraturan Pelaksanaannya?
2. Bagaimanakah implementasi ganti kerugian terhadap tersangka
akibat dari penangkapan dan penahanan yang tidak sah (Analisis
Kasus Praperadilan Nomor:03/PID.PRA/2013/PN.MKS)?
C. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang ganti kerugian dalam
KUHAP dan Peraturan Pelaksanaanya.
2. Untuk mengetahui implementasi ganti kerugian terhadap tersangka
akibat dari penangkapan dan penahanan yang tidak sah (Analisis
Kasus Praperadilan Nomor:03/PID.PRA/2013/PN.MKS)
D. Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini, diharapkan mempunyai kegunaan yaitu sebagai
berikut:
81. Memberikan informasi dalam setiap perkembangan ilmu hukum
pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan
dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
2. Memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya kepada penulis
dan umumnya bagi para mahasiswa hukum mengenai ganti
kerugian bagi tersangka yang mengalami tindakan penangkapan
dan penahanan yang tidak sah oleh penegak hukum di Makassar.
3. Dapat digunakan sebagai literature tambahan bagi yang berminat




A. Tersangka dan Terdakwa
1. Pengertian Tersangka dan Terdakwa
Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau
keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku
tindak pidana. Pasal 1 ayat (14) KUHAP. Terdakwa adalah seseorang
tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Pasal
1 ayat (15) KUHAP.
Dari penjelasan diatas, baik tersangka maupun terdakwa adalah orang
yang diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan bukti dan keadaan
yang nyata atau fakta. Oleh karena itu orang tersebut:
1) Harus diselidiki, disidik, dan diperiksa oleh penyidik,
2) Harus dituntut dan diperiksa di muka sidang pengadilan oleh
penuntut umu dan hakim,
3) Jika perlu terhadap tersangka atau terdakwa dapat dilakukan
tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan,
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penggeledahan, dan penyitaan benda sesuai dengan cara yang
ditentukan oleh undang-undang.2
Untuk menetapkan seseorang berstatus sebagai tersangka cukup
didasarkan pada bukti permulaan/bukti awal yang cukup. Berbeda dengan
status tersangka, maka status terdakwa didasarkan pada alat-alat bukti
yang sah serta didasarkan berkas perkara hasil penyidikan yang menurut
penilaian Penuntut Umum sudah memenuhi persyaratan untuk dihadapkan
kepengadilan.
Sesuai dengan pengertian dan penafsiran tersebut diatas dapat
diketahui bahwa seorang terdakwa dapat dipastikan ia seorang tersangka
sedangkan seorang tersangka belum tentu menjadi terdakwa.
2. Hak-hak Tersangka/Terdakwa
Adapun hak-hak tersangka/terdakwa yang diatur dalam KUHAP, antara
lain:
1. Hak Untuk Segera Mendapatkan Pemeriksaan
Mengenai hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan, diatur
dalam Pasal 50 KUHAP bahwa:
1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh
penyidik dan selanjutnya diajukan kepada penuntut umum.
2 M.Yahya harahap.2000.Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan
Penuntutan. Pustaka Kartini:Jakarta. Hal.330
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2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke
pengadilan oleh penuntut umum.
3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan
Dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 50
KUHAP ini dikatakan, bahwa diberikannya hak kepada tersangka atau
terdakwa dalam Pasal ini adalah untuk menjauhkan kemungkinan
terkatung-katungnya nasib seseorang yang disangka melakukan tindak
pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai
lama tidak mendapatkan pemeriksaan, sehingga dirasakan tidak
adanya kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang, dan
tidak wajar. 3
2. Hak untuk diberitahukan dengan bahasa yang mudah dimengerti
Untuk mempersiapkan pembelaan diatur dalam Pasal 51 KUHAP
bahwa:
a. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas bahasa
yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan
kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.
b. Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam
bahsa yang dimengerti olehnya tentang apa yang
didakwakan kepadanya.
Dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 51
huruf a dan b KUHAP dikatakan bahwa:
3 P.A.F Lamintang-Theo Lamintang.2010. Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum
Pidana & Yurisprudensi.Sinar Grafika:Jakarta. Hal.187
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a. Dengan diketahui serta dimengerti oleh orang yang disangka
melakukan tindak pidana tentang perbuatan apa yang sebenarnya
disangka telah dilakukan olehnya, maka ia akan merasa terjamin
kepentingannya untuk mengadakan persiapan dalam usaha
pembelaan. Dengan demikian, ia akan mengetahui berat
ringannya sangkaan terhadap dirinya sehingga selanjutnya ia
akan dapat mempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang
dibutuhkan, misalnya perlu atau tidaknya ia mengusahakan
bantuan hukum untuk pembelaan tersebut.
b. Untuk menghindari kemungkinan bahwa seseorang tedakwa
diperiksa serta diadili disidang pengadilan atas suatu tindakan
yang didakwakan atas dirinya tidak dimengerti olehnya dank arena
sidang pengadilan adalah tempat yang terpenting bagi terdakwa
untuk pembelaan diri, sebab disanalah ia dengan bebas akan
dapat mengemukakan segala sesuatu yang dibutuhkannya bagi
pembelaan, maka untuk keperluan tersebut pengadilan
menyediakan juru bahasa bagi terdajwa yang berkebangsaan
asing atau yang tidak menguasai bahasa Indonesia4.
4 Ibid hal.188
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3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas
Mengenai hak untuk memberikan keterangan secara bebas, diatur
dalam Pasal 52 KUHAP yaitu:
Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan,
tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara
bebas kepada penyidik atau hakim.
Ketentuan yang diatur dalam Pasal 52 KUHAP ini merupakan
jaminan bagi seorang tersangka atau terdakwa bahwa ia akan
diperlakukan secara wajar oleh penyidik atau hakim.
4. Hak untuk mendapatkan juru bahasa
Mengenai hak untuk mendapatkan juru bahasa, diatur dalam Pasal
53 KUHAP yaitu:
1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan,
tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu
mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 177.
2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli
diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
178.
Dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 53
KUHAP dikatakan bahwa, tidak semua tersangka atau terdakwa
mengerti bahasa Indonesia dengan baik, sehingga mereka tidak
mengerti apa sebenarnya yang disangkakan atau didakwakan. Oleh
karena itu mereka berhak mendapatkan bantuan juru bahasa.
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5. Hak untuk mendapatkan bantuan penasihat hukum.
Mengenai hak untuk mendapatkan bantuan penasihat hukum, diatur
dalam Pasal 54 KUHAP yaitu:
Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak
mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum
selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut
tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.
6. Hak untuk memilih penasihat hukum
Mengenai hak untuk memilih penasihat hukum, diatur dalam Pasal
55 KUHAP yaitu:
Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54 ,
tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat
hukumnya.
Ketetentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 55
KUHAP diatas merupakan jaminan yang telah diberikan oleh undang-
undang terhadap tersangka atau terdakwa karena telah memberikan
kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum dari penasihat hukum
yang manapun yang ia kehendaki dan pada setiap saat ia memerlukan
bantuan hukum tersebut.
7. Hak untuk menghubungi penasihat hukum
Mengenai hak untuk menghubungi penasihat hukum diatur dalam
Pasal 57 KUHAP yaitu:
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1) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak
menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan
undang-undang ini.
2) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang
dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara
dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses
perkaranya.
Dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 57 KUHAP ayat (1)
KUHAP juga terkandung suatu asas, bahwa kepada tersangka
atau terdakwa harus diberikan hak untuk berbicara secara bebas
dengan penasihat hukumnya, pada setiap selama ia berada
dalam penahanan disemua tingkat pemeriksaan. Dalam Pasal 57
ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa tersangka atau terdakwa yang
berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak
menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya
dalam menghadapi proses perkaranya.
Pada tingkat penuntutan atau pada tingkat pemeriksaan
dipengadilan, masalah menghubungi perwakilan Negara asing
yang warga negaranya sedang dituntut atau diadili biasanya
tidak menjadi masalah, karena apabila pada waktu orang
tersebut ditahan oleh penyidik, perwakilan negaranya telah
diberitahukan soal penahanannya oleh penyidik, maka biasanya
perwakilan negara asing yang bersangkutan telah mengetahui
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tentang terjadinya penahanan terhadap warga negaranya
melalui alat-alat di Indonesia5.
8. Hak untuk menerima kunjungan dokter pribadi
Mengenai hak untuk menerima kunjungan dokter pribadi, diatur
dalam Pasal 58 KUHAP yaitu:
Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak
menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk
kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses
perkara maupun tidak.
9. Hak untuk diberitahukan keluarganya atas penahanannya
Mengenai hak untuk diberitahukan keluarganya atas penahanannya,
diatur dalam Pasal 59 KUHAP yaitu:
Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak
diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang
berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses
peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah
dengan tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan
hukum atau jaminan bagi penangguhannya.
Ketentuan yang diatur dalam Pasal 59 KUHAP ini hanya
memberikan hak kepada seorang tersangka atau terdakwa yang
dikenakan penahanan untuk meminta kepada penyidik, penuntut
umum, atau kepada hakim, agar masalah penahanan terhadap dirinya
diberitahukan kepada keluarganya atau kepada orang lain yang
5 Ibid Hal.202
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serumah dengan tersangka atau terdakwa atau kepada orang lain yang
bantuannya dibutuhkan untuk mendapatkan bantuan hukum atau
jaminan dari penangguhan dari penahanannya.6
10.Hak menerima kunjungan keluarga
Mengenai hak menerima kunjungan keluarga, diatur dalam Pasal 60
dan Pasal 61 KUHAP yaitu:
1) Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan
menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan
kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa
guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan
ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum. (Pasal
60 KUHAP)
2) Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau
dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan
menerima kunjungan sanak keluarga dalam hal yang tidak
ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa
untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan
kekeluargaan. (Pasal 61 KUHAP)
11.Hak menerima dan mengirim surat
Mengenai hak menerima dan mengirim surat, diatur dalam Pasal 62
KUHAP yaitu:
1) Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada
penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat
hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan
olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa
disediakan alat tulis menulis.
2) Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan
penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa
6 Ibid Hal. 203
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oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah
tahanan oleh negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk
diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan.
3) Dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa itu ditilik atau
diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat
rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada
tersangka dan surat tersebut dikim kembali kepada
pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi “telah ditilik”.
12.Hak menerima kunjungan rohaniawan
Mengenai hak menerima kunjungan rohaniawan diatur dalam Pasal
63 KUHAP yaitu:
Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima
kunjungan dari rohaniawan.
13.Hak diadili secara terbuka untuk umum
Mengenai hak diadili secara terbuka untuk umum, diatur dalam
Pasal 64 KUHAP yaitu:
Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka
untuk umum.
14.Hak mengajukan saksi yang menguntungkan
Mengenai hak mengajukan saksi yang menguntungkan, diatur
dalam Pasal 65 KUHAP yaitu:
Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan
mengajukan saksi dan atau sesorang yang memiliki keahlian khusus
guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.
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Seorang tersangka atau terdakwa sejak diperiksa oleh penyidik,
seorang tersangka atau terdakwa berhak mengajukan saksi-saksi guna
memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya.
15.Hak memperoleh ganti kerugian dan rehabilitasi
Mengenai hak memperoleh ganti kerugian dan rehabilitasi, diatur
dalam Pasal 68 KUHAP yaitu:
Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan
rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya.
KUHAP memberikan hak kepada tersangka untuk menuntut ganti
kerugian dan rehabilitasi, apabila:
1) Penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan
dilakukan tanpa alasan hukum yang sah.
2) Apabila putusan pengadilan menyatakan terdakwa bebas
karena tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti atau
tindak pidana yang didakwakan kepadanya bukan
merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran.
B. Penangkapan dan Penahanan
1. Penangkapan
1.1Pengertian Penangkapan
Bermacam bentuk tindakan dan wewenang yang diberikan undang-
undang kepada penyidik dalam rangka pembatasan kebebasan dan hak
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asasi seseorang. Mulai dari bentuk penangkapan, penahanan, penyitaan,
dan penggeledahan. Semua tindakan penyidik bertujuan untuk mengurangi
kebebasan dan pembatasan hak asasi seseorang adalah tindakan yang
benar-benar harus diletakkan pada porsinya yaitu demi untuk kepentingan
pemeriksaan dan tindakan ini sangat diperlukan7.
Pada Pasal 1 butir 20 KUHAP menjelaskan tentang definisi
penangkapan sebagai berikut: “penangkapan adalah suatu tindakan
penyidik berupa pengekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau
terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau
penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur
dalam undang-undang ini”.
1.2Tata Cara Tindakan Penangkapan
Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 Undang-undang No. 8
Tahun 1981 tentang KUHAP menjelaskan tentang tindakan
penangkapan. Pasal 16 mengatakan sebagai berikut:
1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah
penyidik berwenang untuk melakukan penangkapan.
2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu
berwenang melakukan penangkapan.
7 M. Yahya Harahap, Op.cit.,Hal.157
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Tindakan penangkapan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh
penyelidik atas perintah penyidik yang bersifat memaksa kepada
seseorang yang diduga kuat sebagai pelaku tindak pidana. Untuk
menentukan seseorang itu sebagai pelaku tindak pidana yang
kemudian disebut sebagai tersangka, yaitu setiap orang yang diduga
kuat sebagai pelanggar peraturan kepidanaan, atau seseorang yang
oleh komunitasnya setidak-tidaknya telah dinyatakan melakukan
tindakan yang melawan kepantasan umum yang kemudian dengan
melanggar nilai-nilai kepantasan itu oleh komunitasnya mendapatkan
celaan8.
Pasal 17 KUHAP mengatakan bahwa perintah penangkapan
dilakukan terhadap seseorang diduga keras melakukan tindak pidana
berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pasal ini menunjukkan
bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-
wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan
tindak pidana.
Jika ketentuan Pasal 17 KUHAP dipedomani oleh penyidik dengan
sungguh-sungguh, dapat diharapkan suasana penegakan hukum yang
lebih objektif. Jika ditelaah pengertian bukti permulaan yang cukup,
8 Hartono.2010.Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana. Sinar Grafika:Jakarta.Hal.165
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pengertiannya hampir serupa dengan apa yang dirumuskan dengan
Pasal 183 KUHAP, yakni harus berdasarkan prinsip “batas minimal
pembuktian” yang terdiri sekurang-kurangnya dua alat bukti terdiri atas
dua orang saksi atau saksi ditambah satu alat bukti lain.9
Pada Pasal 18 KUHAP membahas mengenai prosedur
penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau dalam
hal ini yang itu petugas Kepolisian RI. Penangkapan yang dilakukan
dengan tidak berdasarkan surat perintah yang sah maka penangkapan
tersebut tidak sah kecuali dalam hal tertangkap tangan (Pasal 18 ayat 2
KUHAP). Apabila penyelidik, melakukan penangkapan dalam hal
tertangkap tangan, penangkapannya harus segera dilaporkan kepada
penyidik atau penyidik pembantu terdekat beserta barang-barang yang
ditemukan saat itu.
Sejak dilakukan penangkapan terhadap tersangka wajib
diberitahukan hak-hak tersangka terutama untuk didampingi penasihat
hukum. Setelah penangkapan dilakukan harus dibuat berita acara
penangkapan yang ditandatangani oleh petugas dan orang yang
ditangkap. Penangkapan dapat dilakukan paling lama 1 hari (Pasal 19
Ayat 1 KUHAP) dan dalam jangka waktu tersebut tersangka harus
9 M. Yahya Harahap, Op.cit.,Hal.158
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sudah diperiksa untuk menentukan apakah seorang tersangka dapat




Menurut Pasal 1 ayat 21 KUHAP Penahanan adalah penempatan
tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut
umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara
yang diatur dalam undang-undang ini. Berdasarkan definisi penahanan
tersebut maka penahanan bukan hanya dapat dilakukan oleh penyidik
namun dapat dilakukan oleh penuntut umum dan hakim.
Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan
bergerak seseorang. Jadi terdapat pertentangan antara dua asas, yaitu hak
bergerak seseorang yang merupakan hak asasi menusia yang harus
dihormati di satu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang
harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan
jahat tersangka.11
10 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa (Ed). Hukum Pidana Materil dan Formil. Hal.642
11 Andi hamzah, Op.cit.,Hal.132
24
Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa
yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian
bantuan dalam pidana tersebut dalam hal:
1) Tindak pidana yang diancam pidana penjara lima Tahun atau
lebih
2) Disamping aturan umum tersebut di atas penahanan juga dapat
dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yang disebut pada
Pasal KUHP dan UU Pidana Khusus sekalipun ancaman
hukumannya kurang dari 5 Tahun. Pertimbangannya Pasal-
Pasal tersebut dianggap sangat mempengaruhi kepentingan
ketertiban masyarakat pada umumnya serta ancaman terhadap
keselamatan badan orang khususnya.
2.2Syarat Penahanan
Penahanan harus memenuhi syarat bahwa tersangka atau terdakwa
diduga keras sebagai pelaku tindak pidana dan dugaan keras tersebut
harus didasarkan pada bukti yang cukup. Disamping syarat tersebut
penahanan dilakukan karena alasan adanya keadaan yang
menimbulkan kekhawatiran, yakni:12
12 M.Yahya Harahap, Op.cit., Hal. 167
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1) Jika seorang tersangka atau terdakwa dikhawatirkan
melarikan diri
2) Jika seorang tersangka atau terdakwa dikhawatirkan
menghilangkan bukti
3) Jika seorang tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan
mengulangi tindak pidana (untuk kepentingan pemeriksaan).
Suatu penangkapan baru dapat diteruskan dengan penahanan,
apabila ada dugaan keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan
bukti yang cukup dan dalam hal adanya keadaan ayng menimbulkan
kekhawatiran bahwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan
barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, disebut sebagai asas
nesesitas (keperluan). Dan juga tindak pidana yang diduga telah
dilakukan itu harus yang diancam dengan pidana penjara 5 Tahun atau
lebih dan tindak-tindak pidana tertentu, sebagaimana disebut satu
persatu dalam Pasal 21 ayat 4 butir b KUHAP, disebut sebagai asas
yuridis. Jadi untuk dapat melakukan penahanan harus memenuhi asas
nesesitas dan yuridis.13
13 Luhut M.P Pangaribuan.2006. Hukum Acara Pidana, Surat-surat di Pengadilan oleh advokat.
Djambatan:jakarta. Hal.20
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Penahanan dilakukan didasarkan kepada:14
1) Syarat objektif, penahanan hanya dapat dikenakan terhadap
tersangka yang melakukan tindak pidana dan atau
percobaan ataupun pemberian bantuan dalam tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara lima Tahun atau lebih
dan tindak pidana tertentu dalam Pasal 21 ayat 4 huruf b
KUHAP
2) Syarat subjektif, selain didasarkan pada ketentuan hukum
yang berlaku, penahanan juga dilakukan untuk kepentingan
penyidikan, penuntutan dan untuk kepentingan pemeriksaan
serta didasarkan kepada keadaan yang menimbulkan
kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri,
merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau
mengulangi tindak pidana (Pasal 21 ayat 1 KUHAP).
Ketentuan pelaksanaan penahanan harus memenuhi syarat objektif
yang absolut dan syarat subjektif yang bersifat relative ini meruapakan
satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Meskipun ada syarat subjektif
lain, seperti untuk keamanan diri tersangka atau terdakwa sendiri
karena tindak pidana yang dilakukan menyulut reaksi dan emosi massa
14 Marwan Effendy.2012. Sistem Peradilan Pidana, Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan
Hukum Pidana, Refrensi:Jakarta. Hal. 38
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atau kelompok masyarakat tertentu, namun sifatnya imperative, artinya
harus menguatkan atau mendukung syarat penahanan yang secara
yuridis telah menjadi koridor tindak upaya tersebut. Tujuannya agar
tidak dilakukan dengan pendekatan kekuasaan semata-mata.15
Adapun jangka waktu penahanan dalam setiap tingkat pemeriksaan
menurut KUHAP:










1. Penyidikan 20 hari 40 hari Jaksa Penuntut Umum 60 hari















50 hari 60 hari Ketua MA 110 hari
Jumlah 400 hari




Klasifikasi jenis tahanan dalam KUHAP merupakan hal baru dalam
kehidupan penegakan hukum di Indonesia. HIR tidak mengenal
berbagai jenis penahanan. Yang ada hanya penahanan di rumah
tahanan kepolisian, atau penyebutan jenis tahanan berdasar instansi
yang melakukan sehingga klasifikasi yang signifikan pada waktu itu,
tahanan polisi, tahanan jaksa, atau tahanan hakim. Lain halnya dalam
KUHAP telah memperkenalkan dengan resmi macam jenis
penahanan.16
Pasal 22 KUHAP mengatur jenis penahanan yaitu berupa:
a) Penahanan rumah tahanan negara (RUTAN)
Penahanan rutan ditempatkan disuatu gedung tertentu
namanya Rumah Tahanan Negara. Jika suatu tempat tidak
ada gedung yang tersedia maka dipakai Lembaga
Permasyarakatan, Rutan Pengadilan atau Kejaksaan.
b) Penahanan Rumah
Penahanan rumah dilakukan di rumah tempat tinggal atau
rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan
16 M.Yahya Harahap, Op.cit., Hal.165
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mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindari
sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam
penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di ruang
pengadilan.
c) Penahanan Kota
Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau
tempat kediaman tersangka atau terdakwa dengan
kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melaporkan diri
pada waktu yang ditentukan
Berdasarkan Pasal 23 KUHAP, ketiga jenis penahanan tersebut
dapat dialihkan. Jenis penahanan yang satu dapat dialihkan kepada
jenis penahanan yang lain. Wewenang untuk mengalihkan jenis
penahanan tersebut ada pada penyidik atau penuntut umum atau
hakim. Pengalihan jenis penahanan ini dinyatakan tersendiri dengan
perintah dari penyidik atau penuntut umum atau penetapan hakim dan
tembusannya diberikan kepada tersangka atau terdakwa dan
keluarganya serta instansi yang bersangkutan.17




Praperadilan merupakan lembaga baru yang diperkenalkan KUHAP
diatur dalam Bab X Bagian I sebagai salah satu bagian ruang ringkup
wewenang mengadili Pengadilan Negeri. Salah satu inovasi yang paling
penting dihasilkan oleh KUHAP, ialah diperkenalkannya Praperadilan, yang
membawa pengawasan tertentu dari cara bekerja para pejabat pelaksana
undang-undang serta kemungkinan untuk memberikan rehabilitasi dang
anti kerugian, hal mana tidak diatur dalam HIR.18
Secara terminology, istilah praperadilan dipakai dalam suatu proses
penegakan hukum, secara terminology praperadilan adalah proses
sebelum pengadilan. Praperadilan terdiri dari dua kata yaitu pra dan
peradilan, pra berarti sebelum dan pengadilan berarti proses persidangan
menvari keadilan. Jadi pengertian praperadilan adalah proses persidangan
sebelum sidang masalah pokok perkaranya disidangkan. Pengertian
perkara pokok adalah perkara materinya, sedangkan dalam praperadilan
proses persidangan hanya menguji proses tata cara penyidikan dan
penuntutan bukan kepada materi pokoknya.19
18A.C Hart dan Abdul Hakim G. Nusantara.1996. Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi
Manusia. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia:Jakarta. Hal.13
19 Hartono, Op.cit.,Hal 81
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Pasal 1 butir 10 KUHAP mengatur praperadilan adalah wewenang
pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur
dalam undang-undang ini tentang:
1) Sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan atas
permintaan tersangka ataukeluarganya atau pihak lain atas
kuasa tersangka.
2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian
penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
3) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau
keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya
tidak dilanjutkan ke pengadilan.
2. Tujuan Praperadilan
Tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum
merupakan tindakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak
asasi tersangka, tindakan itu harus dilakukan secara tanggung jawab
menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (due process
of law). Tindakan upaya paksa yang dilakukan bertentangan dengan hukum
dan undang-undang merupakan perkosaan terhadap hak asasi tersangka,
maka setiap tindakan perkosaan yang ditimpakan kepada tersangka adalah
tindakan yang tidak sah, karena bertentangan dengan hukum dan undang-
undang. Maka dari itu perlu diadakan lembaga yang diberi wewenang untuk
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menentukan sah atau tidaknya tindakan paksa yang dikenakan oleh
tersangka. Menguji dan menilai sah atau tidaknya tindakan paksa yang
dilakukan penyidik atau penuntut umum yang dilimpahkan kewenangannya
kepada praperadilan.20
Menurut M. Yahya Harahap, tujuan utama dibentuknya praperadilan
untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang
dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan
penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak
bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang.21 Sedangkan
menurut R.Soeparmono bahwa tujuan diadakannya lembaga praperadilan
adalah demi tegaknya hukum, kepastian hukum dan perlindungan hak
asasi tersangka.22
Jadi, lembaga praperadilan merupakan alat uji apakah seseorang itu
telah melalui proses awal penangkapan dan penahanan oleh aparatur
penyidik secara sah menurut undang-undang atau satu penahanan dan
atau penangkapan tersebut mengandung cacat hukum. Selain dari itu,
20 M. Yahya Harahap. 2000. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang
Pengadilan,Banding,Kasasi,dan Peninjauan Kembali). SInar Grafika:Jakarta.Hal.4
21 ibid
22 Soeparmono.2003.PraPeradilan dan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian dalam KUHAP. Mandar
Maju:Bandung. Hal. 16
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praperadilan juga dapat memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya
penghentian penuntutan yang dilakukan penuntut umum.23
3. Wewenang Praperadilan
Wewenang praperadilan yang diatur dalam undang-undang, sebagai
berikut:
1) Memeriksa dan memutus tentang sah tidaknya upaya paksa
Wewenang ini untuk memeriksa dan memutus sah atau tidakna
penangkapan dan penahanan, jadi seorang tersangka yang
dikenakan penangkapan penangkapan, penahanan,
penggeledahan, atau penyitaan, dapat meminta kepada
praperadilan untuk memeriksa atau tidaknya tindakan yang
dilakukan penyidik kepadanya.
Tersangka dapat mengajukan pemeriksaan kepada
praperadilan, bahwa tindakan penangkapan atau penahanan yang
dikenakan oleh pejabat penyidik bertentangan dengan Pasal 19 ayat
(1), Pasal 22 dan Pasal 24 KUHAP.24
23 Leden Marpaung. 2009. Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan). Sinar
Grafika:Jakarta. Hal. 65
24 Andi Sofyan. 2012. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Mahakarya Rangkang Offset: Yogyakarta.
Hal. 200
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2) Memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau
penghentian penuntutan
Penyidik atau penuntut umum berwenang menghentikan
pemeriksaan penyidikan atau penuntutan. Adapun alasan
penghentian adalah sebagai berikut:
a. Tidak terdapat cukup bukti, dalam arti tidak dapat diketemukan
alat-alat bukti yang sah
Artinya alat-alat bukti seperti yang dimaksud dalam Pasal 184
ayat (1) KUHAP tidak terpenuhi ataupun alat bukti minimum dari
tindak pidana tersebut tidak dijumpai atau tidak tercapai. Apabila
demikian, penyidikan yang dilakukan kemudian dihentikan, demi
menjaga hak asasi tersangka, serta demi kebenaran dan
tegaknya hukum, selain itu guna menghindari adanya tuntutan
ganti kerugian.
b. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana
Peristiwa yang semula dianggap sebagai tindak pidana atau
karena suatu pengaduan dari seseorang (korban) yang
melaporkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, namun
kemudian secara nyata peristiwa tersebut bukan merupakan
suatu tindak pidana maka penyidik kemudian menghentikan
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penyidikan atas peristiwa tersebut. Misalnya: bahwa peristiwa
tersebut termasuk dalam lingkup keperdataan atau tergolong
lingkup hukum perdata atau peristiwa itu hanya pelanggaran
dalam hukum adat atau kebiasaan ataupun/tata karma atau
termasuk tindakan administrasi atau tindakan hukum yang
bersifat keagamaan (bukan penghinaan atas agama).25
c. Penyidikan dihentikan demi hukum, karena memang menurut
undang-undang atau yurisprudensi memang tidak dilanjutkan
Dalam hal ini penyidik akan menghentikan penyidikannya,
antara lain:
1. Tersangka/terdakwa meninggal dunia
2. Tersangka/terdakwa menderita sakit jiwa, sehingga harus
dimintakan pada Pengadilan Negeri agar ia dirawat di
rumah sakit jiwa.
3. Perkara tersebut telah pernah diputus dan berkekuatan
tetap sehingga “Nebis in idem”.
4. Dalam hal delik aduan, ternyata tidak ada pengaduan
apapun secara sah menurut hukum.
25 R.Soeparmono. Op.cit. Hal.30
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5. Dalam hal peristiwa hukum, ternyata telah kadaluarsa
(verjaard).
6. Dalam hal peristiwa tindaka hukum lain. 26
3) Memeriksa tuntutan ganti kerugian
Pasal 95 KUHAP mengatur tentang tuntutan ganti kerugian yang
diajukan tersangka, keluarganya atau penasehat hukumnya pada
praperadilan. Adapun dasarnya sebagai berikut:
a. Karena tidak sahnya upaya paksa
b. Kekeliruan mengenai seseorang yang semestinya ditangkap,
ditahan, atau diperiksa.
4) Memeriksa permintaan rehabilitasi
Praperadilan berwenang memeriksa dan memutus permintaan
rehabilitasi yang diajukan tersangka, keluarga, atau penasehat
hukumnya atas penangkapan atau penahanan tanpa berdasarkan
undang-undang atau rehabilitasi atas kekeliruan mengenai orang
atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke
sidang pengadilan.27
26 Ibid. Hal.32
27 M.Yahya Harahap. Op.cit.Hal. 6
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5) Praperadilan terhadap tindakan penggeledahan dan penyitaan
Penyidik melakukan penggeledahan atau penyitaan yang telah
mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Apabila ternyata dalam
pelaksanaan menyimpang diluar batas surat izin yang diberikan oleh
Ketua Pengadilan Negeri terhadap penggeledahan dan penyitaan
maka dapat diajukan ke forum praperadilan, baik yang berkenaan
dengan tuntutan ganti kerugian maupun berkenaan dengan sah atau
tidaknya penyitaan dengan beracuan pada penerapan:
1. Dalam hal penggeledahan atau penyitaan tanpa izin atau
persetujuan Ketua Pengadilan Negeri mutlak menjadi
wewenang praperadilan
2. Dalam hal penggeledahan atau penyitaan telah mendapat
izin atau persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri tetap
dapat diajukan ke forum praperadilan dengan lingkup
kewenangan yang lebih sempit, yakni:
a. Praperadilan tidak dibenarkan meniai surat izin atau
persetujuan yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri
tentang hal itu
b. Yang dapat dinilai oleh praperadilan terbatas pada
masalah pelaksanaan surat izin atau surat persetujuan
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tersebut, dalam arti apakah pelaksanaannya sesuai atau
melampaui surat izin atau tidak. 28
4. Yang berhak mengajukan permohonan praperadilan
Pihak yang berhak mengajukan praperadilan adalah sebagai berikut:
1) Tersangka, Keluarganya, atau Kuasanya
Menurut Pasal 79 KUHAP, yang berhak mengajukan permintaan
pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan,
bukan hanya tersangka saja, tetapi dapat diajukan oleh keluarganya
atau penasehat hukumnya. Tetapi yang diatur dalam Pasal 79, hanya
meliputi pengajuan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya
penangkapan atau penahanan tidak termasuk didalamnya pengajuan
permintaan tentang sah atau tidaknya penggeledahan, penyitaan atau
pemasukan rumah. Namun mengenai sah atau tidaknya
penggeledahan dan penyitaan termasuk juga dalam kandungan Pasal
79 dihubungkan dengan Pasal 83 ayat (3) huruf d KUHAP, sehingga
mengenai sah atau tidaknya penggeledahan dan penyitaan dapat
diajukan oleh tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya atau
orang terhadap siapa dilakukan penggeledahan atau penyitaan.29
28 M.Yahya Harahap . Op.cit. Hal. 8
29 Ibid Hal.9
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2) Penuntut Umum dan Pihak Ketiga yang Berkepentingan
Menurut Pasal 80 KUHAP, penuntut umum atau pihak ketiga yang
berkepentingan, dapat mengajukan permintaan pemeriksaan tentang
sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Apabila instansi penyidik
menghentikan pemeriksaan penyidikan, Pasal 80 memberi hak kepada
penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan mengajukan
pemeriksaan kepada praperadilan mengenai sah atau tidaknya
penghentian penyidikan.
Pihak ketiga yang berkepentingan tidak dijelaskan lebih lanjut dalam
undang-undang terhadap tindakan penghentian penyidikan. Tetapi
secara umum, pihak ketiga yang berkepentingan dalam pemeriksaan
perkara pidana ialah saksi yang menjadi korban dalam peristiwa pidana
yang bersangkutan. Jadi yang dimaksud dengan pihak ketiga yang
berkepentingan dalam tindakan penghentian penyidikan adalah saksi
yang langsung menjadi korban dalam peristiwa perkara pidana.30
3) Penyidik atau Pihak Ketiga yang Berkepentingan
Penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan
permohonan praperadilan dalam hal penghentian penuntutan. Berbeda
dengan penghentian penyidikan, dalam hal penghentian penyidikan
30 Ibid
40
yang memiliki hak buat mengajukan permohonan praperadilan ialah
penuntut umum. Artinya pada penghentian penyidikan, penuntut umum
yang diberi hak untuk mengawasi penyidik sebaliknya dalam hal
penghentian penuntutan penyidik yang diberi hak untuk mengawasi
penuntut umum.31
4) Tersangka, Ahli Warisnya atau Kuasanya
Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (2) KUHAP. Menurut
ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal tersebut, tersangka, ahli
warisnya, atau penasehat hukumnya dapat mengajukan tuntutan ganti
kerugian kepada praperadilan atas alasan:
a. Penangkapan atau penahanan yang tidak sah,
b. Penggeledahan atau penyitaan tanpa alasan yang sah,
c. Karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang
diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke sidang
pengadilan.
5) Tersangka atau Pihak Ketiga yang Berkepentingan Menuntut Ganti
Rugi
Menurut ketentuan Pasal 81, tersangka atau pihak ketiga yang
berkepentingan dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada
31 Ibid Hal.10
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praperadilan atas alasan sah atau tidaknya penghentian penuntutan
atau penghentian penyidikan. Jika praperadilan memutuskan
penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan sah, putusan
yang mengesahkan penghentian itu memberi alasan kepada tersangka
atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan tuntutan ganti
kerugian. Sebaliknya jika praperadilan menyatakan penghentian
penyidikan atau penghentian penuntutan tidak sah, sehingga
penyidikan atau penuntutan dilanjutkan dengan sendirinya menutup
pintu bagi tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan menuntut
ganti kerugian.32
5. Pihak-pihak yang Dapat di Praperadilankan
Mengenai pihak-pihak yang dapat dipraperadilankan menurut Pasal 82
ayat (3) KUHAP adalah penyidik dan penuntut umum. Alasan-alasan yang
menguatkan adalah:
a. Penyidik
1) Tidak sah penangkapan atau penahanan,
2) Tidak sah penghentian penyidikan,
3) Ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian,
32 Ibid
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4) Ganti rugi dan atau rehabilitasi terhadap tidak sahnya
penangkapan atau penahanan,
5) Ganti rugi dan atau rehabilitasi terhadap tidak sahnya
penghentian penyidikan.
b. Penuntut umum
1) Tidak sahnya penahanan,
2) Tidak sahnya penghentian penuntutan,
3) Ganti rugi dan atau rehabilitasi terhadap tidak sahnya
penghentian penyidikan.
D. Ganti Kerugian
1. Pengertian Ganti Kerugian
Di dalam Bab 1 Tentang Ketentuan Umum Pasal 1 butir ke 22 KUHAP,
memberikan suatu pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan ganti
kerugian yaitu, Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat
pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena
ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan
Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum
yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.
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Jika diperhatikan Pasal 1 butir 22 KUHAP ini maka ada beberapa hal
yang dapat diketahui tentang tuntutan ganti kerugian, yaitu:33
1) Ganti kerugian adalah merupakan hak tersangka atau terdakwa,
2) Hak itu pemenuhan berupa “imbalan sejumlah uang”,
3) Hak atas sejumlah uang tersebut diberikan kepada tersangka atau
terdakwa atas dasar:
a. Karena terhadapnya dilakukan penangkapan, penahanan,
penuntutan atau peradilan tanpa alasan berdasarkan undang-
undang.
b. Karena tindakan lain tanpa alasan berdasrkan undang-undang,
c. Karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.
Dibedakan antara tuntutan ganti kerugian yang perkaranya tidak
diajukan ke pengadilan dan tuntutan ganti kerugian yang perkaranya
diajukan ke pengadilan (Pasal 77 dan Pasal 95 ayat 2 KUHAP). Apabila
perkara tidak diajukan ke pengadilan, baik karena tidak cukup bukti atau
peristiwa tersebut tidak merupakan tindak pidana, sedangkan terhadap
tersangka telah dilakukan penangkapan, penahanan, dan tindak lain secara
melawan hukum, maka tuntutan tersebut diperiksa dan diputus oleh
praperadilan. Sedang tuntutan ganti kerugian yang perkaranya telah
33 M. Yahya Harahap. Op.cit., Hal. 38
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diajukan ke pengadilan, maka permintaan ganti kerugian yang demikian itu
diperiksa dan diputus oleh hakim yang telah mengadili perkara tersebut.34
Ketentuan KUHAP yang mengatur tentang ganti kerugian yakni dalam
Pasal 95 dan 96 KUHAP menurut M.Yahya Harahap masih belum
sempurna. Pasal tersebut belum mengatur secara keseluruhan hal-hal yang
berhubungan dengan masalah ganti kerugian. Di dalam kedua Pasal
tersebut belum jelas diatur hal-hal sebagai berikut:35
a. Kepada siapa tuntutan ganti rugi ditujukan
b. Tidak jelas perhitungan jumlah imbalan
c. Batas waktu mengajukan tuntutan ganti kerugian
2. Pihak-Pihak yang Berhak Mengajukan Ganti Kerugian
Pasal 79 KUHAP menunjuk bahwa yang dapat mengajukan permintaan
praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau
penahanan adalah tersangka, keluarga atau kuasanya. Sedangkan
permintaan ganti kerugian akibat tidak sahnya penangkapan atau
penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan
hanya dapat diajukan ole tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan,
34 Hari Sasangka.2007. Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan dalam Teori dan Praktik
untuk Praktisi, Dosen dan Mahasiswa. Mandar Maju:Medan. Hal. 225
35 M.Yahya Harahap. Pembahasan dan Penerpaan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan…. Op.cit.,
Hal.39-40
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demikian yang diatur dalam Pasal 81 KUHAP (pihak ketiga yang
berkepentingan).36
Di Pasal 95 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa ahli waris tersangka
dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian atas penangkapan atau
penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-
undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang
diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, dan
diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.37
3. Alasan Permintaan Ganti Kerugian
Alasan tersangka, keluarganya, atau kuasanya, mengajukan tuntutan
ganti kerugian adalah sebagai berikut:
1) Penangkapan yang Tidak sah
Ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi untuk menyatakan suatu
penangkapan tidak sah. Secara singkat dapat di definisikan,
penangkapan yang tidak sah adalah penangkapan yang tidak
berdasarkan undang-undang, yakni apabila tindakan penangkapan
yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan yang digariskan undang-
undang sebagaimana yang diatur dalam bab V, Bagian Kesatu KUHAP




yaitu Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 KUHAP. Jadi setiap
penangkapan yang mengabaikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16
sampai dengan Pasal 19, dinyatakan sebagai penangkapan yang tidak
berdasarkan undang-undang, dan dengan sendirinya tindakan itu
berlawanan dengan hukum dan undang-undang.38
Syarat-syarat yang harus terpenuhi agar penangkapan dinyatakan
sah sebagai berikut:
a. Adanya surat perintah penangkapan,
b. Perintah penangkapan didasarkan pada dugaan yang keras dan
alat bukti permulaan yang cukup,
c. Paling lama 1 hari,
d. Penangkapan terhadap pelanggaran, baru dapat dilakukan
setelah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut,
e. Tembusan surat perintah penangkapan diberikan kepada
keluarganya.
2) Penahanan yang tidak sah
Penahanan yang dilakukan tanpa alasan berdasarkan undang-
undang atau sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 95 ayat (1) dan (2)
38 M.Yahya Harahap. Pembahasan dan Penerpaan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan…. Op.cit.,
Hal.53
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KUHAP. Menurut M. Yahya Harahap syarat sahnya penangkapan
sebagai berikut:39
a. Adanya dugaan keras sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan
bukti yang cukup
b. Penahanan dilakukan dengan surat perintah atau penetapan
c. Penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang
disebutkan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP
d. Penahanan tidak melebihi masa penahanan yang ditentukan
dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal
28, dan Pasal 29.
e. Penahanan tidak melampaui hukuman yang dijatuhkan.
3) Tindakan lain tanpa alasan undang-undang
Pada Pasal 95 KUHAP dijelaskan tindakan lain tanpa alasan yang
berdasarkan undang-undang, yang dimaksud dengan tindakan lain
berdasarkan undang-undang adalah:
a. Kerugian yang ditimbulkan pemasukan rumah,
b. Penggeledahan yang tidak sah menurut hukum,
c. Penyitaan yang tidak sah menurut hukum.
4) Dituntut dan diadili tanpa alasan undang-undang
39 Ibid Hal.55
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Mengenai dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan
undang-undang, lebih tepat jika dikaitkan dengan kesalahan mengenai
penerapan hukum. Jadi alasan ini sangat luas, meliputi segala
kekeliruan penerapan hukum. Untuk menemukan kekeliruan penerapan
hukum, sebaiknya diliat dari praktek peradilan, terutama dari
yurisprudensi. Dalam yurisprudensi akan ditemukan berbagai ragam
kesalahan penerapan hukum. Untuk sekedar bahan perbandingan akan
dicoba mengutarakan beberapa kesalahan penerapan hukum:
a. Surat dakwaan batal demi hukum
b. Dakwaan jaksa tidak dapat diterima
c. Apa yang didakwakan tanpa didukung alat bukti yang sah
d. Apa yang didakwakan bukan merupakan kejahatan atau
pelanggaran
e. Apa yang didakwakan tidak sesuai dengan tindakan yang
dilakukan
f. Kekeliruan mengenai orangnya
5) Penghentian penyidikan atau penuntutan
Alasan lain yang dapat dijadikan sebagai dasr untuk mengajukan
tuntutan ganti kerugian ialah tindakan penghentian penyidikan atau
penghentian penuntutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 109
ayat (2) dan Pasal 140 ayat (2) huruf a. pada Pasal tersebut ditegaskan
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bahwa tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan merupakan
salah satu alasan yang dibenarkan undang-undang mengajukan ganti
kerugian kepada Praperadilan.40
4. Batas waktu mengajukan ganti kerugian
Menurut Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang
Pelaksanaan KUHAP, (kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah
No. 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana) bahwa batas waktu pengajuan tuntutan ganti
kerugian, sebagai berikut:
1) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95
KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan
terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima.
2) Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap
perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat
penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP,
maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat tanggal
pemberitahuan penetapan praperadilan.
40 Ibid Hal. 57-58
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Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 yang kemudian
diubah dengan PP No. 92 Tahun 2015 diatas sengaja dibagi menjadi dua
Pasal untuk membedakan cara memperhitungkan tenggang waktu sesuai
dengan jenis alasan yang mendasari tututan ganti kerugian. Setelah lewat
batas waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum
atau sejak pemberitahuan penetapan praperadilan, maka hak untuk
mengajukan tuntutan ganti kerugian menjadi daluarsa dan tidak dapat
diajukan lagi.
5. Besarnya Jumlah Ganti Kerugian
Hak atas ganti kerugian merupakan imbalan sejumlah uang yang
diberikan kepada tersangka atau terdakwa. Besarnya jumlah ganti kerugian
yang dapat dikabulkan, berpedoman kepada ketentuan Pasal 9 PP No. 27
Tahun 1983. Pasal 9 telah menentukan berapa besarnya jumlah maksimum
yang dapat dikabulkan yaitu sebagai berikut:
1) Ganti kerugian berdasar alasan Pasal 77 huruf b dan Pasal 95
KUHAP, serendah-rendahnya Rp. 5.000,00 dan setinggi-tingginya
Rp. 1.000.000,00
2) Apabila penangkapan, penahanan atau tindakan lain seperti yang
dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkut
mengalami sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan
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pekerjaan atau mati, besarnya imbalan ganti kerugian setinggi-
tingginya Rp. 3.000.000,00
Namun berdasarkan PP No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana besarnya jumlah ganti kerugian
diatas tidak berlaku lagi. Alasannya adalah Besaran ganti kerugian dan
proses pemberian ganti kerugian kepada korban pada Tahun 1983 tentunya
sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan negara Indonesia saat
ini, sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan bagi korban pemohon ganti
kerugian.
Berdasarkan PP No. 92 Tahun 2015 menetapkan perubahan pada
Pasal 95 KUHAP yaitu:
1) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling
sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka
berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan,
besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua
puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah).
3) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati,
besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam
ratus juta rupiah).
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6. Yang Berwenang Memeriksa dan Memutus Ganti Kerugian
Tuntutan ganti kerugian yang diajukan ke instansi yang tidak berwenang
mengakibatkan permintaan akan dinyatakan tidak dapat diterima. Pada
Pasal 95 ayat (2) dan Pasal 77 merupakan aturan yang menggariskan
tentang instansi peradilan mana yang berwenang memeriksa ganti
keurigan. Berdasarkan kedua Pasal tersebut yang berwenang memeriksa
ganti kerugian adalah Pengadilan Negeri dan Praperadilan. Namun,
kedudukan kewenangan instansi tersebut tidak sama. Kewenangan
praperadilan, terbatas untuk memeriksa ganti kerugian tertentu. Batas
kewenangan kedua instansi ini didasarkan pada tahap tingkat proses
pemeriksaan perkara. jadi pengajuan tuntutan ganti kerugian terbagi atas 2
yaitu:
1) Tuntutan ganti kerugian yang perkaranya tidak diajukan ke
pengadilan (Pasal 95 ayat (2) KUHAP)
2) Tuntutan ganti kerugian yang perkaranya diajukan ke pengadilan
(Pasal 95 ayat 1 Jo. Ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 KUHAP)
Tuntutan ganti kerugian yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan
baik yang disebabkan karena tidak terdapat cukup bukti-bukti ataupun
karena bukan merupakan tindak pidana, sedangkan kepada tersangka,
telah dikenakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, dan
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tindakan lain secara melawan hukum, maka dalam hal ini yang memeriksa
dan memutus ganti kerugian adalah praperadilan.
Dengan demikian, maka ditetapkan acara pemeriksaan praperadilan.
Hakim yang bersangkutan setelah ditunjuk dan menerima perkaranya,
dalam waktu 3 (tiga) hari sejak dicatatnya perkara tersebut pada register
perkara (bukan setelah ditunjuk), menetapkan hari sidang dengan
memanggil tersangka (pemohon) serta pejabat yang berwenang guna
mendengar keterangannya.
Pemeriksaan dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya 7 (tujuh)
hari sudah menjatuhkan putusannya. Jika pemeriksaan tentang permintaan
praperadilan belum selesai (sedang berlangsung), sedangkan perkaranya
sudang mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, maka permintaan
pemeriksaan praperadian tersebut dinyatakan gugur (Pasal 82 ayat (1)
KUHAP).
Putusan praperadilan berbentuk penetapan dan selanjutnya terhadap
putusan praperadilan tersebut tidak dapat dimintakan banding (Pasal 83
ayat (1) KUHAP), dengan pengecualian putusan yang menetapkan tidak
sahnya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu
dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum
yang bersangkutan (Pasal 83 ayat (2) KUHAP).
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Ketua pengadilan dalam hal ini sejauh mungkin menunjuk hakim yang
telah mengadili perkara yang bersangkutan (Pasal 95 ayat (4) KUHAP),
maksudnya adalah bahwa hakim yang telah mengadili perkara tersebut
lebih mendalami dan memahami perkara pidana yag menjadi pokok
perkara. dengan catatan proses pemeriksaan bagi tuntutan ganti kerugian
itu mengikuti acara pemeriksaan yang diterapkan dalam praperadilan.41
7. Prosedur dan Tata Cara Mengajukan Tuntutan Ganti Kerugian
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal yang
mengatur tata cara pengajuan tuntutan ganti kerugian, yakni Pasal 81 dan
Pasal 95 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP. Dengan menghubungkan kedua
Pasal tersebut, juga dikaitkan dengan Pasal 77 huruf b KUHAP. Untuk lebih
jelasnya akan diuraikan tentang prosedur atau tata cara pengajuan tuntutan
ganti kerugian, sebagai berikut:42
1. Tingkat Pemeriksaan Perkaranya hanya sampai pada Tingkat
Penyidikan atau Penuntutan. Jadi apabila perkaranya tidak dilanjutkan
ke tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan, artinya perkaranya hanya
sampai pada tingkat penyidikan atau penuntutan dihentikan mungkin
karena tidak cukup bukti atau hal-hal lainnya, maka permintaan
41 Djoko Prakoso.1988. Masalah Ganti Rugi Dalam KUHAP. PT. Bina Aksara:Jakarta Hal. 113
42 Andi Sofyan. Op.cit., Hal. 216-218
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ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dengan cara sebagai
berikut:
a. Upaya pertama dilakukan dengan mengajukan proses praperadilan
untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan penangkapan,
penahanan, penggeledahan, penyitaan atau penghentian
penyidikan atau penuntutan, kemudian setelah ada penetapan
praperadilan, barulah dilakukan tuntutan ganti kerugian.
Jadi ditempuh dua proses, yaitu proses pertama diperiksa tentang
sah atau tidaknya tindakan paksa, kemudian diajukan tuntutan ganti
kerugian. Apabila tindakan itu sah, maka tuntutan ganti kerugian
tidak dapat diajukan atau dinyatakan ditolak; sebaliknya apabila
“dianggap tidak sah”, maka pemeriksaan meningkat kepada
penilaian besarnya jumlah ganti kerugian yang dapat dikabulkan.
b. Upaya kedua dilakukan dengan mengajukan proses praperadilan
sekaligus dilakukan di samping untuk menentukan sah atau tidaknya
tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan atau
penghentian penyidikan atau penuntutan, kemudian setelah ada
penetapan praperadilan, juga dilakukan tuntutan ganti kerugian.
Jadi ditempuh hanya satu proses, yaitu secara bersamaan proses
diperiksa tentang sah atau tidaknya tindakan paksa, dan tuntutan
ganti kerugian. Jadi apabila tindakan itu sah, maka tuntutan ganti
kerugian juga ditolak atau dinyatakan ditolak; sebaliknya apabila
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“dianggap tidak sah”, langsung ditetapkan penilaian besarnya
jumlah ganti kerugian yang dapat dikabulkan.
2. Tingkat Pemeriksaan Perkaranya Diajukan ke Pengadilan
Dalam pengajuan tuntutan ganti kerugian apabila perkaranya sudah
diajukan ke pengadilan adalah sesuatu hal yang tidak menimbulkan
permasalahan dalam tata cara pengajuannya, apalagi jika dihubungkan
dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan KUHAP (kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah No.
92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana) dan sekaligus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 95
ayat (3) dan (4) KUHAP. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai
berikut:43
a. Diajukan kepada Ketua Pengadilan Nageri yang berwenang
mengadili perkara yang bersangkutan, jadi bukan praperadilan tetapi
pengadilan negeri yang berwenang memeriksa dan memutus
tuntutan ganti kerugian.
b. Pengajuan ini hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan
pengadilan “memperoleh kekuatan hukum tetap”.
43 Ibid
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8. Prosedur Pembayaran Ganti Kerugian
Setelah ada putusan berupa penetapan, maka atas`dasar penetapan
Departemen Keuangan segera melaksanakan pembayaran kepada yang
berkepentingan. Namun tidak sedemikian sederhana prosedurnya untuk
memenhui pelaksanaan pembayaran kepada yang berkepentingan, yaitu
diperlukan tata cara melalui beberapa isntansi sebagaimana yang
ditentukan dalam Pasal 10 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
KUHAP (kemudian diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan KUHAP) serta aturan yang digariskan dalam Peraturan
Menteri Keuangan RI. No. 983/KMK.01/1983. Lebih jelasnya akan
diuraikan sebagai berikut:44
1) Petikan Penetapan Diberikan kepada Pemohon dalam Waktu 3
(tiga) hari
Pengadilan negeri memberikan petikan penetapan pengabulan
permintaan ganti kerugian kepada pihak yang berkepentingan.
Pemberian petikan ini dilakukan dalam waktu 3 hari dari tanggal
penetapan dijatuhkan. Dalam pemberian petikan penetapan ganti
kerugian kepada pemohon, belum memasuki tahap pelaksanaan
44 Andi sofyan. Op.cit ., Hal. 218
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pembayaran, jadi hanya sekedar pemberitahuan kepadanya tentang
pengabulan permintaan ganti kerugian.
Petikan penetapan tersebut, juga diberikan kepada penuntut
umum, penyidik dan Dirjen. Anggaran (Kantor Pembendaharaan
Negara (KPN) setempat.
2) Ketua Pengadilan negeri mengajukan Permohonan Penyediaan
dana
Ketua Pengadilan Negeri yang aktif berperan memintakan
pelaksanaan pembayaran, bukan yang berkepentingan. Ketua
Pengadilan yang berwenang meminta pembayaran. Hal ini ditegaskan
dalam Pasal 2 Putusan Menteri Keuangan dimaksud, dengan cara
sebagai berikut:45
1) Ketua Pengadilan Negeri setempat  mengajukan penyediaan
dana kepada Menteri Kehakiman c.q. Sekretaris Jenderal
Departemen Kehakiman.
2) Melampirkan penetapan ganti kerugian dalam permohonan
pengajuan penyediaan dana. Dalam permohonan pengajuan
penyediaan dana, Ketua Pengadilan melampirkan penetapan
ganti kerugian.
45 M.Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP…. Op.cit. Hal. 66
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3) Menteri Kehakiman c.q. Sekretaris Jenderal Departemen
Kehakiman mengajukan permintaan penerbitan Surat Keputusan
Otorisasi (SKO) kepada Menteri Keuangan c.q. Dirjen Anggaran.
Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2), dengan adanya pengajuan
permintaan dana oleh Ketua Pengadilan Negeri kepada Menteri
Kehakiman, berdasar permintaan pengajuan tersebut Sekjen
Departemen Kehakiman:
1) Mengajukan penerbitan SKO kepada Dirjen Anggaran.
2) Permintaan penerbitan SKO diajukan Sekjen Departemen
Kehakiman setiap triwulan atau setiap kali diperlukan.
3. Dirjen Anggaran Menerbitkan SKO
Berdasarkan permintaan penerbitan SKO dari Sekjen Departemen
Kehakiman, Dirjen Anggaran menerbitkan SKO atas beban bagian
pembayaran dan perhitungan anggaran belanja negara rutin.
1) Asli SKO disampaikan kepada yang berhak
Setelah SKO diterima oleh yang berhak, maka berdasarkan SKO
pemohon segera mengajukan permintaan pembayaran sebagaimana
yang diatur dalam Pasal 3 SK Menteri Keuangan No. 983/KMK.01/1983.
2) Pemohon mengajukan pembayaran kepada KPN setempat
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a. Permohonan pembayaran dilakukan melalui Ketua Pengadilan
Negeri
b. Ketua Pengadilan Negeri menyampaikan permintaan
pembayaran kepada KPN dengan melampirkan:
1. Surat Keputusan Otoritas (SKO)
2. Asli dan salinan atau fotocopy petikan penetapan
3) Ketua Pengadilan Negeri meneruskan permintaan pembayaran ke
KPN
Permintaan pembayaran diajukan oleh yang berhak ke KPN melalui
Ketua Pengadilan Negeri. Yang berhak tidak dapat langsung
mengajukan permintaan pembayaran ke KPN. Dalam meneruskan
permintaan pembayaran itu Ketua Pengadilan Negeri harus
menyertakan Surat Permintaan Pembayaran (selanjutnya disingkat
SPP). 46
4) Berdasar SKO dan SPP, KPN menerbitkan SPM (Surat Perintah
Membayar) kepada yang berhak
Apabila KPN telah menerima permintaan pembayaran dari ketua
Pengadilan Negeri, dan ternyata semua lampiran lengkap maka
berdasar SKO dan SPP, KPN menerbitkan SPM sesuai dengan
46 Ibid Hal.67
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ketentuan Pasal 4 ayat (1) SK Menteri Keuangan No.
983/KMK.01/1983. Apabila KPN telah melaksanakan pembayaran ganti
kerugian:47
a. KPN membubuhkan cap tanda telah membayar dalam asli
petikan penetapan.







Kegiatan penelitian dilaksanakan di daerah Kota Makassar, tepatnya di
Pengadilan Negeri Makassar dan di Kepolisian Resort Makassar,
Dipilihnya lokasi penelitian di Kota Makassar dengan pertimbangan
bahwa Kota Makassar merupakan kota metropolitian dan merupakan
ibukota dari Provinsi Sulawesi Selatan dimana terdapat banyak kasus yang
ditangani di Pengadilan Negeri Makassar dibandingkan dengan
Kabupaten/Kota lainnya di Sulawesi Selatan. Selain itu banyaknya
penduduk yang berdomisili di Makassar menyebabkan banyak terjadi
kasus hukum, baik oleh kesengajaan oknum, status social, dan
perkembangan tekhnologi informasi.
B. Jenis dan Sumber data
Adapun jenis dan sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk
menunjang hasil penelitian adalah sebagai berikut:
1) Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari pihak yang
berkompeten dilapangan berupa wawancara dengan pihak/pejabat
setempat di lokasi penelitian.
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2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka
seperti buku-buku, undang-undang dan data-data lain yang
berhubungan dengan masalah yang penulis kaji.
C. Teknik Pengumpulan Data
Untuk mengumpulkan data guna membahas masalah ganti kerugian
dengan cara sebagai berikut:
1) Studi Pustaka
Yaitu metode yang dilakukan dengan mempergunakan buku-buku
serta bahan pustaka lainnya yang erat kaitannya dengan topic
penelitian untuk mendapatkan data sekunder.
2) Studi Lapangan
Yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data primer
dengan cara wawancara ataupun dengan menganalisa sebuah
kasus mengenai masalah yang terkait dengan judul penelitian yang
penulis kaji.
D. Analisis Data
Dalam penulisan ini, data yang diperoleh baik data primer, maupun data
sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif
dengan menjelaskan, menguraikan serta menggambarkan sesuai dengan
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permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Hal ini
dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara




1. Pengaturan Hukum Tentang Ganti Kerugian Dalam KUHAP dan
Peraturan Pelaksanaannya
Kesalahan pada semua tingkat pemeriksaan dalam suatu sistem
peradilan pidana bagaimanapun juga dapat terjadi dan korban kesalahan
tersebut haruslah mendapat ganti kerugian.48 Setiap ketidakadilan, apalagi
yang menyangkut kehilangan kemerdekaan seseorang haruslah
dikembalikan kepada suatu keadaan yang adil dengan memberikan
sejumlah ganti kerugian.49
Ganti kerugian bagi tersangka dan terdakwa yang mengalami
penangkapan atau penahanan yang tidak sah diadaptasi dari instrument
internasional yaitu ICCPR (International Covenant on Civil and Political
Rights) Pasal 9 ayat (5) bahwa: anyone who has been the victim of unlawful
arrest or detention shall have an enfocable right to compentiation (setiap
orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak
sah, berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang harus dilaksanakan)50
48 Loebby Loeqman, 1984, Praperadilan di Indonesia, Ghalia Indonesia:Jakarta, Hal. 72
49 ibid
50 Haeranah ,2015  Ganti Kerugian Sebagai Instrumen Perlindungan Hak Asasi Tersangka, Terdakwa,
dan Terpidana Dalam Perkara Pidana. Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar
Hal. 212
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Selanjutnya pada Pasal 14 ayat (6) ICCPR menyatakan When a person
has by a final decision been convicted of a criminal offence and when
subsequently his conviction has been reversed or he has been pardoned
on the ground that a new or newly discovered fact shows conclusively that
there has been a miscarriage of justice, the person who has suffered
punishment as a result of such conviction shall be compensated according
to law, unless it is proved that the non-disclosure of the unknown fact in
time is wholly or partly attributable to him (Apabila seseorang telah dijatuhi
hukuman dengan keputusan hukum yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap, dan apabila kemudian ternyata diputuskan sebaliknya
atau diampuni berdasarkan suatu fakta baru, atau fakta yang baru saja
ditemukan menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan
dalam penegakan keadilan. Maka orang yang telah menderita hukuman
sebagai akibat dari keputusan tersebut harus diberi ganti rugi menurut
hukum, kecuali jika dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak
diketahui itu, sepenuhnya atau untuk sebagian disebabkan karena dirinya
sendiri).51
Ganti kerugian di Indonesia awalnya hanya diatur pada Pasal 9 Undang-
undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman
(UUPKK) tapi pada saat itu belum dijelaskan lebih rinci mengenai ketentuan
51 ibid
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ganti kerugian. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP) yang kemudian lahir untuk memberikan rasa aman
kepada setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa
alasan berdasarkan Undang-undang berhak untuk mendapatkan ganti
kerugian.
Ganti kerugian yang terdapat dalam KUHAP bersumber dari Pasal 1365
KUHPerdata, yakni ganti kerugian karena perbuataan melanggar hukum,
yang rumusannya adalah tiap perbuatan melanggar hukum yang
mengakibatkan kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena
salahnya menimbulkan kerugian, mengganti kerugian tersebut. jadi aparat
penegak hukum melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum pada
saat melaksanakan kewenangannya sebagai penegak hukum, dengan
perbuatan yang melanggar hukum tersebut mengakibatkan orang lain yakni
tersangka, terdakwa, atau terpidana mengalami kerugian.52
Seiring dengan berjalannya waktu peraturan mengenai ganti kerugian
sedikit lebih jelas. dimulai dari lahirnya KUHAP dan terakhir pada tahun
2015 Presiden menandatangani sebuah Peraturan Pemerintah No. 92
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 1983 Tentang Pelaksaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
52 Ibid Hal. 223
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Pidana. Berikut akan diuraikan ketentuan mengenai ganti kerugian
terhadap tersangka dalam KUHAP dan Peraturan Pelaksanaannya:
1. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman:
Pasal 9:
(1) Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili
tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena
kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya,
berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi;
(2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan
sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat dipidana;
(3) Cara-cara untuk menuntut ganti kerugian, rehabilitasi dan
pembebasan ganti kerugian diatur lebih lanjut dengan undang-
undang.
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):
1. Penjelasan Umum angka 2 huruf d:
Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun
diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau
karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang
diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak
tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang
dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas
hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan
hukuman administrasi.
2. Pasal 68:
Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan
rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya.
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3. Pasal 95:
(1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti
kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau
dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan
undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya
atau hukum yang diterapkan.
(2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya
atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa
alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena
kekeliruan mengenai orang orang atau hukum yang
diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang
perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di
sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77;
(3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli
warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili
perkara yang bersangkutan;
(4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti
kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh
mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili
perkara pidana yang bersangkutan;
(5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut
pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan;
4. Pasal 96:
(1) Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan;
(2) Penepatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat
dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai
alasan bagi putusan tersebut;
5. Pasal 1 angka 10 c:
Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk
memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam
undang-undang ini, tentang:
a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan
atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain
atas kuasa tersangka;
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b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian
penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan
keadilan;
c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka
atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang
perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;
d. Berdasarkan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 21/PUU-
XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah memperluas objek
kewenangan praperadilan yakni penetapan tersangka,
penggeledaha dan penyitaan.
6. Pasal 1 angka 22:
Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat
pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah
uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa
alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena
kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
7. Pasal 77 huruf b:
Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksan dan memutus,
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini
tentang ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang
perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan
penuntutan.
8. Pasal 81:
Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak
sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya
penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh
tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua
pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.
9. Pasal 82 ayat (3) huruf c:
Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut: dalam hal
putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau
penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah
besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan,
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sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau
penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka
dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya.
10.Pasal 82 ayat (4)
Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 95.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Jo.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Jo.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 1983 Tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana.
1. Pasal 7:
(1) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3
(tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap diterima.
(2) Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap
perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat
penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b
KUHAP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat
tanggal pemberitahuan penetapan praperadilan.
2. Pasal 8:
(1) Ganti kerugian dapat diberikan atas dasar pertimbangan
hakim.
(2) Dalam hal hakim mengabulkan atau menolak tuntutan ganti
kerugian maka alasan pemberian atau penolakan tuntutan
ganti kerugian dicantumkan dalam penetapan.
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3. Pasal 9:
(1) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling
sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling
banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(2) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka
berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan,
besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua
puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah).
(3) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati,
besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00
(enam ratus juta rupiah).
4. Pasal 10:
(1) Petikan penetapan mengenai ganti kerugian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada pemohon dalam
waktu 3 (tiga) hari setelah putusan diucapkan.
(2) Salinan putusan atau penetapan ganti kerugian sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada penuntut umum,
penyidik dan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintah di bidang keuangan.
5. Pasal 11:
(1) Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan
berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 10.
(2) pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu
paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak
tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang
keuangan.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran ganti kerugian
diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan.
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4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian.
1. Pasal 2:
(1) Dengan melampirkan penetapan pengadilan bersangkutan
Ketua Pengadilan Negeri setempat mengajukan permohonan
penyediaan dana kepada Menteri Kehakiman c.q Sekretariat
Jenderal Departemen Kehakiman.
(2) Berdasarkan permohonan Ketua Pengadilan Negeri tersebut
Menteri Kehakiman c.q Sekretaris Jenderal Departemen
Kehakiman tiap triwulan atau tiap kali diperlukan mengajukan
permintaan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO)
kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran
disertai dengan tembusan penetapan pengadilan yang
menjadi dasar permintaannya.
(3) Berdasarkan permintaan Menteri Kehakiman dimaksud
Menteri Kuangan c.q. Dirjen Anggaran menerbitkan Surat
Keputusan Otorisasi (SKO) atas beban bagian Pembiayaan
dan Perhitungan Anggaran Belanja Negara Rutin.
2. Pasal 3:
(1) Berdasarkan Surat Keputusan Otoriasi (SKO) tersebut pada
Pasal 2 ayat (4) yang berhak mengajukan permohonan
pembayaran kepada Kantor Perbendaharaan Negara (KPN)
melalui Pengadilan Negeri setempat, dengan melampirkan:
a. Surat Keputusan Otorisasi (SKO)
b. Asli dan salinan/fotocopy petikan penetapan pengadilan
(2) Ketua Pengadilan Negeri bersangkutan meneruskan
permohonan pembayaran tersebut pada ayat (1) kepada
Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) pembayaran disertai
dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) menurut
ketentuan yang berlaku.
3. Pasal 4:
(1) Berdasarkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) bersangkutan,
permohonan pembayaran dari yang berhak dan Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) Ketua Pengadilan Negeri
setempat Kantor Perbendaharaan Negara (KPN)
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menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada yang
berhak sebagai beban tetap.
(2) Asli petikan penetapan pengadilan, setelah dibubuhicap
bahwa telah dilakukan pembayaran, oleh Kantor
Perbendaharaan Negara (KPN) dikembalikan kepada yang
berhak.
4. Pasal 5:
Terhadap pejabat yang karena kesalahan, kealpaan atau
kelalaiannya mengakibatkan negara harus membayar ganti
kerugian dapat dikenakan tindakan sesuai dengan peraturan
yang berlaku.
Berdasarkan beberapa aturan hukum mengenai ganti kerugian diatas
dapat saya analisis bahwa ganti kerugian ialah sebuah aturan hukum yang
dibuat bertujuan untuk mengawasi semua penegak hukum yang dapat
melakukan upaya tindakan penangkapan dan penahanan baik itu dari pihak
kepolisian maupun dari kejaksaan. Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 9 UU
No. 48 Tahun 2009, Pasal 95 ayat 1 KUHAP dan Penjelasan Umum angka
2 huruf d dalam KUHAP dikatakan bahwa ganti kerugian dapat dimintakan
jika ada kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan maka
dari itu wajib diberi ganti kerugian.
Ganti kerugian merupakan hak bagi tersangka, terdakwa atau terpidana
namun dalam KUHAP tidak diatur lebih lanjut mengenai kepada siapa
dibebankan untuk membayar ganti kerugian. Jika berdasarkan Pasal 1365
KUHperdata, maka tanggungjawab dibebankan kepada orang yang
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melakukan perbuatan melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi
orang lain, yakni dalam hal ini adalah penegak hukum.
Dalam Pasal 1367 KUHPerdata dikatakan bahwa seseorang tidak
hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya
sendiri melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan
orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang
yang berada di bawah pengawasannya.
Jika dikaitkan dengan Pasal 1367 tersebut, penegak hukum yang
melaksanakan penegakan hukum berdasarkan kewenangan yang diberikan
oleh lembaga/negara dan melakukan atas nama lembaga/negara, maka jika
kemudian terjadi perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan
kerugian kepada tersangka, terdakwa atau terpidana, maka negara yang
mempertanggungjawabkan perbuatan penegak hukum tersebut.53
Berdasarkan Pasal 11 PP Nomor 27 Tahun 1983, maka tanggung gugat
atas kerugian yang dialami oleh tersangka, terdakwa dan terpidana
dibebankan kepada negara. Sedangkan penegak hukum yang melakukan
perbuatan melaggar hukum dibebankan pertanggungjawaban pidana
(sanksi pidana) dan atau pertanggungjawaban administrasi (sanksi
administrasi).
53 Ibid hal. 262
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Untuk membuktikan bahwa penegak hukum telah melakukan tindakan
upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan)
tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan
mengenai orangnya atau hukumnya, sebagai berikut akan dijabarkan
secara singkat mengenai proses pemeriksaan ganti kerugian melalui
praperadilan, yaitu:
(1) Proses pemeriksaan tuntutan ganti kerugian mengikuti acara
pemeriksaan praperadilan sebagaimana disebut pada Pasal 95 ayat
(5) KUHAP. Dengan demikian acaranya dilakukan menurut Pasal 82
KUHAP.
(2) ketua pengadilan dalam waktu 3 (tiga) hari setelah menerima
permintaan/ tuntutan ganti kerugian, hakim yang ditunjuk harus
menetapkan hari sidang dengan memanggil tersangka (pemohon)
serta pejabat yang berwenang guna didengar keterangannya.
(3) Penunjukan hakim oleh ketua pengadilan harus memperhatikan
Pasal 95 ayat (4) yang bunyinya sebagai berikut: “untuk memeriksa
dan memutuskan perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat
(1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama
yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.”
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(4) Pemeriksaan terhadap perkara ganti kerugian tersebut dilakukan
secara cepat dan hakim harus sudah menjatuhkan putusan
selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari.
(5) Putusan perkara ganti kerugian diatur pada Pasal 96 KUHAP yaitu
berbentuk penetapan yang harus memuat dengan lengkap semua
hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.
Pembayaran ganti kerugian telah diatur dalam Keputusan Menteri
Keuangan Nomor: 983/KMK.01/1983 Tanggal 31 Desember 1983
tentang Tata Cara Pembanyaran Ganti Kerugian. Dalam keputusan
menteri keuangan tersebut jelas dikatakan tata cara pembayaran ganti
kerugian adalah dengan melampirkan penetapan pengadilan
bersangkutan Ketua Pengadilan Negeri setempat mengajukan
permohonan penyediaan dana kepada Menteri Kehakiman cq.
Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman. Berikut tata cara
pembayaran ganti kerugian sesuai Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 983/KMK.01/1983:
(1) Petikan penetapan diberikan kepada pemohon dalam waktu 3
hari.
(2) Ketua pengadilan negeri mengajukan permohonan penyediaan
dana.
(3) Dirjen anggaran menerbitkan SKO (Surat Keterangan Otoritas).
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(4) Asli SKO disampaikan kepada yang berhak.
(5) Pemohon mengajukan pembayaran kepada KPN setempat.
(6) Permohonan pembayaran dilakukan melalui ketua pengadilan
negeri.
(7) Ketua pengadilan negeri meneruskan permintaan pembayaran ke
KPN.
(8) Berdasar SKO dan SPP, KPN menerbitkan SPM kepada yang
berhak.
Mengenai besarnya jumlah ganti kerugian yang dapat diberikan oleh
negara sesuai dengan Pasal 9 PP No. 27 Tahun 1983 ialah paling sedikit
Rp. 5.000,00 dan paling banyak Rp. 3.000.000,00. Jika kita bandingkan
jumlah uang yang dapat diterima oleh tersangka atau terdakwa dengan
kerugian yang dialami selama menjalani masa penangkapan dan
penahanan, maka ini menimbulkan ketikdakadilan bagi mereka. Seiring
dengan berkembangnya zaman dan perbedaan kurs mata uang maka
Pemerintah Indonesia akhirnya membuat PP No. 92 Tahun 2015 dengan
titik fokus yang dimuat adalah besarnya jumlah ganti kerugian yang dapat
diberikan oleh negara.
Dalam Pasal 9 PP No. 92 Tahun 2015 dikatakan bahwa tersangka atau
terdakwa akan mendapatkan ganti kerugian dari negara paling sedikit Rp.
500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00
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(seratus juta rupiah). Jika pada saat ditangkap ataupun ditahan
mengakibatkan tersangka mengalami luka berat atau cacat sehingga tidak
bisa melakukan pekerjaan maka negara akan memberikan ganti kerugian
paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling
banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Dan jika pada saat
ditangkap ataupun ditahan mengakibatkan matinya tersangka maka negara
akan memberikan ganti kerugian paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta
rupiah).
2. Implementasi Ganti Kerugian Terhadap Tersangka Akibat Dari
Penangkapan Dan Penahanan Yang Tidak Sah (Analisis Kasus
Praperadilan Nomor:03/PID.PRA/2013/PN.Mks)
Praperadilan merupakan salah satu lembaga dalam hukum pidana
Indonesia, secara formil diatur dalam Kitab Uundang-Undang Hukum Acara
Pidana, yang dalam praktik digunakan oleh pihak-pihak/institusi yang
mengajukan upaya atas ketidakpuasan penerapan hukum atau
tindakan/keputusan aparat hukum yang dianggap telah menciderai rasa
keadilan dan kepentingan mereka. Sehubungan dengan perkembangan
dan kemajuan sudah tentu pada masa era sistem KUHAP tersebut telah
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disadari akan pemikiran untuk dapat diterapkan dan dilaksanaan
keseluruhan sistem peradilan pidana.54
Tujuan dibentuknya lembaga peradilan bernama praperadilan yaitu
untuk mengawasi aparat penegak hukum dalam menjalankan
kewajibannya. Namun dalam menjalankan kewajibannya tersebut harus
selalui sesuai dengan aturan hukum yang terdapat dalam KUHAP. Salah
satu kewajiban dari aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian maupun
kejaksaan ialah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang
yang disangkakan melakukan tindak pidana, tetapi polisi dan jaksa harus
berhati-hati dalam menentukan orang yang disangkakan melakukan
sebuah tindak pidana karena jika penegak hukum keliru mengenai
orangnya atau hukum yang diterapkan maka wajib diberi ganti kerugian.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar,
diperoleh data permohonan praperadilan sebagai berikut:










1. 2011 9 - 9
2. 2012 11 - 11
3. 2013 13 2 11
4. 2014 10 2 8
5. 2015 18 4 14
Jumlah 61 8 53
Sumber: Pengadilan Negeri Makassar
Berdasarkan tabel 2 diatas menunjukkan data permohonan
praperadilan dari tahun 2011 sampai tahun 2015 berjumlah 60 (enam puluh)
permohonan. Pada tahun 2011 terdapat 9 (Sembilan) permohonan
praperadilan yang masuk ke Pengadilan Negeri Makassar dan tidak ada
yang dikabulkan. Tahun berikutnya pada 2012 permohonan praperadilan
yang masuk ke Pengadilan Negeri Makassar meningkat menjadi 11
(sebelas)  dan tidak ada yang dikabulkan.
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Tahun 2013 dari 13 (tiga belas) permohonan praperadilan yang masuk,
2 (dua) diantaranya dikabulkan dan 11 (sebelas) lainnya ditolak. Di tahun
berikutnya terjadi penurunan dari pengajuan permohonan praperadilan yaitu
menjadi 10 (sepuluh), 2 (dua) diantaranya dikabulkan dan 8 (delapan)
lainnya ditolak oleh Praperadilan. Di tahun 2015 terjadi peningkatan dalam
pengajuan permohonan praperadilan yaitu menjadi 18 (delapan belas)
permohonan dengan rincian 4 (empat) permohonan dikabulkan dan 14
(empat belas) ditolak.
Berdasarkan tabeli diatas dapat dikatakan bahwa dalam 5 tahun
terakhir yaitu 2011 sampai dengan 2015 ada beberapa permohonan
praperadilan yang dikabulkan salah satunya yaitu tuntutan ganti kerugian
terhadap tersangka akibat dari penangkapan dan penahanan yang tidak
sah.
Dari jumlah keseluruhan permohonan praperadilan selama 5 (lima)
tahun terakhir yang terdapat pada tabel diatas, maka penulis
mengklasifikasikan permohonan ganti kerugian terhadap negara bagi
tersangka yang mengalami tindakan penangkapan dan penahanan yang
tidak sah oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil penelitian yang




Register Permohonan Ganti Kerugian Terhadap Tersangka Akibat
Dari Penangkapan dan Penahanan Yang Tidak Sah di Pengadilan
Negeri Makassar Tahun 2011-2015




1. 2011 - - -
2. 2012 1 - 1
3. 2013 2 1 1
4. 2014 2 - 2
5. 2015 2 - 2
Jumlah 7 1 6
Sumber: Pengadilan Negeri Makassar
Dari tabel diatas dapat menunjukkan bahwa tidak banyak yang
mengajukan permohonan ke Praperadilan mengenai ganti kerugian. Pada
Tahun 2011 tidak ada yang mengajukan permohonan praperadilan
mengenai ganti kerugian. Di Tahun 2012 terdapat 1 (satu) permohonan
ganti kerugian namun di tolak oleh praperadilan. Di tahun berikutnya pada
2013 terdapat 2 (dua) permohonan ganti kerugian, 1 (satu) permohonan
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ditolak dan 1 (satu) permohonan dikabulkan yaitu permohonan dengan
Nomor Putusan 03/Pid.Pra/2013/PN.Mks.
Tahun 2014 terdapat 2 (dua) permohonan ganti kerugian kepada
Pengadilan Negeri Makassar namun 2 (dua) permohonan tersebut ditolak.
Di tahun 2015 terdapat 2 permohonan ganti kerugian namun tidak ada yang
dikabulkan oleh praperadilan.
Dari 2 (dua) data diatas penulis menemukan ada 1 kasus ganti kerugian
yang permohonannya dikabulkan oleh Praperadilan yaitu permohonan
ganti kerugian yang dimohonkan oleh Fajar Bin S. DG. Nyampo dan Rudi
Bin S. DG Kamaruddin melawan Kapolrestabes Makassar c.q. Kapolsek
Tamalate dan Kejaksaan Negeri Makassar yang terjadi pada tahun 2013.
Berikut akan dijelaskan tentang duduk perkara dan pertimbangan
hukumnya :
Duduk perkaranya:
Menimbang, bahwa Para Pemohon Praperadilan dengan surat
permohonannya tertanggal 11 Pebruari 2013 didaftarkan di Kepaniteraan
Penagadilan Negeri Makassar pada tanggal 12 Pebruari 2013 dibawah
register perkara Nomor: 03/Pid.Pra/2013/PN.Mks telah mendalilkan hal-hal
sebagai berikut:
1. Bahwa Para Pemohon 1 dan 2 adalah pekerjaan swasta selaku tekhnisi
pada Perusahaan CV. Tri Murti yang bergerak di bidang pemasangan
TOWER, Instalasi dan Graunding yang berkedudukan di Makassar;
2. Bahwa hal mana Para Pemohon 1 dan 2 telah dituduh melakukan tindak
pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-
4 e dan 5 e Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;
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3. Bahwa kemudian Para Pemohon 1 dan 2 dilakukan penangkapan dan
penahanan oleh Kpolsek Tamalate Makassar di rumah masing-masing
dari para pemohon praperadilan pada tanggal 16 Januari 2013;
4. Bahwa Para Pemohon Praperadilan baru tanggal 23 Januari 2013
menerima Surat Perintah Penangkapan Nomor:
SP.Kap/24/I/2013/Reskrim atas nama Fajar Bin S. DG. Nyampo, Surat
Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/10/I/2013/Reskrim dan surat
perintah penahanan Nomor: SP.Han/9/I/2013/Reskrim atas nama Rudi.
5. Bahwa dalam Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan dari
Termohon Praperadilan tidak jelas siapa pelaku pemilik barang yang
dianggap dicuri apakah Telkomsel, XL, Indosat atau siapa agar supaya
para Pemohon mengetahui orang atau perusahaan mana yang menjadi
pelapor dalam surat laporan Polisi, sebagaimana yang dimaksud dalam
Surat Laporan Polisi Nomor: LP/92/I/RestabesMakassar/Sek.Tamalate,
tanggal 16 Januari 2013;
6. Bahwa berdasarkan dalam ketentuan Pasal 1 butir 20 Jo. Pasal 17
KUHAP bahwa untuk menjadikan Terdakwa atau Tersangka
berdasarkan terdapat cukup bukti atau apabila terhadap Tersangka
atau Terdakwa kecuali dalam hal telah dipanggil secara sah dua kali
berturut-turut tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah barulah
bisa dilakukan penangkapan;
7. Bahwa setelah Para Pemohon Praperadilan ditangkap dan ditahan
sejak 16 Januari 2013, akan tetapi baru tanggal 23 Januari 2013
diberikan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan;
8. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:
SP.Han/10/I/2013/Reskrim tanggal 17 Januari 2013 atas nama Fajar
(Pemohon 1) serta Surat Perintah Penahanan Nomor:
SP.Han/9/I/2013/Reskrim tanggal 17 Januari 2013 atas nama Rudi
(Pemohon 2) berakhir pada Tanggal 5 Februari 2013;
9. Bahwa Para Pemohon Praperadilan 1 dan 2 sampai sekarang ini
tanggal 11 Pebruari 2013 belum menerima masa perpanjangan dari
Kepolisian Negara RI Resort Kota Makassar sector Tamalate selaku
Termohon;
10.Bahwa apabila kemudian setelah Pemohon Praperadilan setelah
didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dan Surat
Perpanjangan Penahanan akan diberikan kepada Para Pemohon, maka
hal ini yang menjadi permasalahan, sebab perbuatan dari Termohon I
dan Termohon II telah mengabaikan hak-hak Para Pemohon, apakah
kesalahan itu dilakukan oelh Termohon I atau Termohon II karena tidak
jelas, maka hal itu yang menajdi dasar permohonan Praperadilan ini;
11.Bahwa demikian juga dengan perbuatan Termohon II apabila ada
permintaan perpanjangan dari Termohon I untuk perpanjangan
penahanan dari Para Pemohon kemudian tanpa alasan hukum yang
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jelas sehingga terjadi keterlambatan mengeluarkan Surat Perpanjangan
Penahanan adalah perbuatan melawan hukum dan harus diberi sanksi
secara hukum.
12.Bahwa oleh karena masa perpanjangan penahanan adalah pekerjaan
dari Termohon I dan Termohon II sehingga menjadi tanggungjawabnya,
maka dengan diabaikannya tanggungjawab tersebut sehingga terjadi
keterlambatan perpanjangan penahanan adalah melawan hukum;
13.Bahwa Termohon I dan Termohon II telah melakukan perbuatan
melawan hukum yang melanggar sebagaimana yang diatur oleh Surat
Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: SEMA/10 Tahun 1983 tanggal 8
Desember 1983 “agar lebih cermat dijalankan yaitu 10 hari sebelum
habis masa penahanan telah diterbitkan perpanjangan penahanan”;
14.Bahwa oleh karena sampai batas penahanan tanggal 5 Pebruari 2013
tidak ada perpanjangan, maka seharusnya tanggal 6 Pebruari 2013
Termohon I (Polsekta Tamalate) harus mengeluarkan Para Pemohon 1
dan 2 mengeluarkan dari tahanan Polsek Tamalate, karena habis masa
penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal
30 KUHAP, juga pada lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor:
M.01.PW.07.03 tahun 1982 tanggal 4 Pebruari ataupun apabila tidak
ditemukan bukti yang cukup, sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (4)
KUHAP, maka tersangka harus sudah dikeluarkan dari tahanan.
Bahwa selain hal-hal yang dikemukakan diatas, maka perbuatan
Termohon yang telah melakukan penangkapan dan penahanan
terhadap Para Pemohon Tekhnisi karyawan CV. Trimulti dan Termohon
II tidak segera membuat surat perpanjangan penahanan yang telah
mengakibatkan Para Pemohon tidak dapat melakukan pekerjaan
Tekhnisi pemasangan TOWER, Instalasi dan Graunding yang
kesemuanya telah merugikan Pemohon.
Bahwa oleh karena itu Perkenankanlah Para Pemohon menghitung
kerugian yang diakibatkan perbuatan Termohon sebagai berikut:
a. Kerugian Materil:
- Tidak memperoleh uang SPJ Rp. 2.500.000,- / minggu x 4 x 2
orang = Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah)
- Tidak memperoleh gaji Rp.3.000.000,- / bulan x 2 =
Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)
b. Kerugian In materil:
Para Pemohon telah mengalami penderitaan batin selama dalam
tahanan selain itu pula istri dan anak Pemohon yang ditinggalkan
dirumah dan rusaknya nama Para Pemohon dihadapan pimpinan
perusahaan Telemunikasi sehingga dapat menghilangkan lapangan
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pekerjaan Para Pemohon yang dinilai Rp. 100.000.000,- x 2 orang=
Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
Sehingga dengan demikian seluruh kerugian dari Para Pemohon
baik materil maupun in materil berjumlah Rp. 226.000.000,- (dua ratus
dua puluh enam juta rupiah);
Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan diatas, dengan ini
dimohon kiranya Pengadilan Negeri Makassar berkenan memutuskan
dan menetapkan sebagai berikut:
1. Primer:
a) Menerima dan Mengabulkan permohonan Praperadilan dari
Para Pemohon untuk Seluruhnya;
b) Menyatakan tidak sah menurut hukum penangkapan dan
penahanan terhadap Para Pemohon yang dilakukan oleh
Termohon;
c) Menyatakan masa penahanan telah lewat waktu tanpa ada
perpanjangan sehingga Para Pemohon I dan II harus dikeluarkan
demi hukum;
d) Membebaskan Para Pemohon I dan II dari penahanan tersebut;
e) Menghukum Termohon membayar ganti rugi kepada Para
Pemohon sejumlah Rp. 226.000.000,- (dua ratus dua puluh
enam juta rupiah)
2. Subsidair:
a) Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut peradilan yang
baik.
Pertimbangan hukum:
Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil
para pemohon serta jawaban dari termohon, maka timbulnya perkara
ini bermula dari adanya penangkapan yang dilakukan oleh termohon
terhadap pemohon karena telah dituduh melakukan tindak pidana
percobaan pencurian sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 e dan
5 e Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.
Menimbang bahwa menurut para pemohon penangkapan dan
penahanan yang dilakukan oleh termohon tidak sah karena sejak
ditangkap pada tanggal 16 Januari 2013, para pemohon baru menerima
surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan pada
tanggal 23 Januari 2013.
Menimbang bahwa atas dalil-dalil para pemohon tersebut telah
dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para
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pemohon yaitu saksi S. Dg. Nyampo (orang tua Fajar bin S Dg.
Nyampo) di persidangan menerangkan bahwa benar fajar ditangkap
pada tanggal 23 Januari 2013 dirumah kakaknya yang bernama Yuliani
di Jalan Bungaejaya Stpk 3 Lrg 4 dan saksi tahu Fajar ditangkap karena
mendengar teriakan “Fajar ditangkap, Fajar ditangkap”, lalu saksi keluar
dan saat itu Fajar sudah diatas mobil polisi dalam keadaan tangan
terborgol, kemudian saksi mengajak polisi masuk ke rumah dan setelah
di rumah saksi bertanya “ada apa ini kenapa Fajar ditangkap”, lalu polisi
menjawab masalah pencurian baterai, selanjutnya saksi bertanya
“mana surat perintah penangkapannya” dan oleh polisi dijawab tidak
ada. Pada saat itu polisi tidak membawa surat tugas, nanti empat hari
kemudian baru keluarga menerima surat perintah penangkapan dan
surat perintah penahanan.
Saksi aty menerangkan Rudi ditangkap tanggal 16 Januari 2013
pada siang hari, dan nanti empat hari kemudian baru dibawakan surat
perintah penangkapan dan sekaligus surat perintah penahanan.
Bahwa saksi Sukmawati (istri Rudi) di persidangan menerangkan
bahwa Rudi ditangkap tanggal 16 Januari 2013 pada siang hari di Jalan
Landak, pada waktu melakukan penangkapan termohon tidak
memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penangkapan dan
sampai sekarang tidak pernah menerima surat perintah penangkapan
tersebut.
Menimbang bahwa Pasal 17 KUHAP menjelaskan bahwa perintah
penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras
melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup,
selanjutnya dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP, menyatakan yang
dimaksud bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk
adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 KUHAP.
Bahwa lebih lanjut berdasarkan SK Kapolri No.
Polisi/SKEP/041/1982 tanggal 18 Pebruari 1982 ditentukan bahwa bukti
permulaan yang cukup merupakan keterangan dan data yang
terkandung dalam:
a. Laporan polisi;
b. Berita Acara Pemeriksaan Polisi;
c. Laporan hasil penyelidikan;
d. Keterangan saksi/saksi ahli;
e. Barang bukti.
Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat maupun saksi-
saksi yang diajukan oleh para pemohon di persidangan ternyata tidak
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ada satupun yang mendukung tuntutan ganti kerugian tersebut, namun
tidak dapat dipungkiri bahwa akibat penangkapan dan penahanan yang
dilakukan oleh termohon praperadilan sudah barang tentu
mengakibatkan para pemohon praperadilan mengalami kerugian dan
oleh karena itu dalam menghitung kerugian yang dapat dikabulkan
hakim praperadilan akan berpatokan kepada Surat Keputusan
Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 4262/XII/2011 tanggal 16
Desember 2011 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Makassar
yaitu sebesar Rp. 1.265.000,- (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu
rupiah) perbulan. Sehingga apabila dihitung sejak para pemohon
praperadilan ditangkap dan ditahan sejak tanggal 16 Januari 2013
hingga putusan ini dijatuhkan telah berjalan 1,5 (satu setengah) bulan
sehingga adalah wajar apabila kepada termohon praperadilan dihukum
untuk membayar ganti rugi berupa penggantian gaji para pemohon
selama 1,5 (satu setengah) bulan, yaitu masing-masing sebesar
Rp.1.897.500,- (satu juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima
ratus supiah).
Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981:
Mengadili:
a. Mengabulkan permohonan praperadilan dari para pemohon
untuk sebagian;
b. Menyatakan tidak sah menurut hukum penangkapan dan
penahanan terhadap para pemohon yang dilakukan oleh
termohon;
c. Membebaskan pemohon 1 dan pemohon 2 dari tahanan;
d. Menghukum termohon untuk membayar biaya ganti rugi sebesar
Rp. 3.795.000,- (tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu
rupiah) kepada pemohon 1 dan pemohon 2.
Analisis Kasus:
Menurut saya putusan hakim tentang dikabulkannya permohonan ganti
kerugian dari pihak termohon telah benar adanya. Karena jika melihat bukti
yang ada dipersidangan, bahwa polisi yang waktu itu melakukan
Penangkapan terhadap pemohon yaitu Rudi dan Fajar memang tidak
sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh KUHAP yaitu pada Pasal
16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19.
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Selain penangkapannya yang tidak sesuai dengan aturan yang ada
KUHAP, pada kasus ini penahanan para pemohon juga dianggap tidak
sah. Sebab, berdasarkan Pasal 24 KUHAP penyidik hanya boleh menahan
seseorang 20 hari dan dapat ditambah 40 hari. Setelah penetapan
tersangkanya haruslah segera dibuatkan BAP untuk segera dilimpahkan
ke kejaksaan untuk melakukan penuntutan. Jika seseorang ditahan lebih
dari 20 hari oleh penyidik namun tersangka atau keluarganya tidak
menerima surat perpanjangan penahanannya maka penahanannya
dianggap tidak sah.
Berdasarkan dengan hasil penetapan diatas, bahwa kedua pemohon
yaitu Rudi dan Fajar telah mendapat uang ganti kerugian sebagaimana
yang telah dimaksud dalam penetapan praperadilan. Para pemohon telah
menerima ganti kerugian masing-masing sebesar Rp. 1.897.500,- (satu
juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh lima ratus rupiah). Para pemohon
juga dibebaskan dari tahanan sesuai dengan hasil penetapannya.
Namun dalam proses pembayarannya tidak mengikuti sesuai dengan
peraturan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian. Karena
jika berdasar pada peraturan tersebut Pemohon akan menerima uang
ganti kerugian tersebut dalam jangka waktu yang lama dengan proses
yang cukup panjang. Maka dari itu termohon bersedia membayar ganti
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kerugian sesuai dengan yang tertera pada penetapan hasil Praperadilan
yaitu sebesar Rp. 3.795.000 (tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu
rupiah).
Menurut kuasa hukum termohon Aiptu Resky Ospiah S.H, yang
bertugas di Sub Bagian Hukum Polrestabes Makassar (wawancara tanggal
30 Desember 2016) menyatakan:
“Bahwa kedua tersangka yang ditangkap tersebut yaitu Fajar dan Rudi
adalah benar orang yang telah melakukan tindak pidana percobaan
pencurian Pasal 363 ayat (1) ke-4 e dan 5 e Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.
Namun penyidik dalam hal ini polisi yang bertugas di Polsek Tamalate
salah atau keliru menerapkan prosedur terhadap kedua tersangka.
Dikatakan bahwa penyidik waktu itu datang mengintai rumah kedua
tersangka yaitu Fajar dan Rudi dan pada saat itu mereka ada dirumah
masing-masing. Agar keduanya tidak kabur penyidik langsung
mengambil tindakan untuk menangkap keduanya tanpa adanya surat
penangkapan dengan maksud agar keduanya tidak kabur
meninggalkan Makassar. Pada saat keluar Surat Perintah
Penangkapan ternyata penyidik memalsukan tandatangan kedua
tersangka yang harusnya bertanda tangan di surat tersebut adalah
tersangka namun dipalsukan oleh penyidik dan terbukti di sidang
praperadilan”.
Meskipun tersangka telah tebukti sekalipun melakukan tindak pidana
tetap mereka berhak mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan aturan
yang ada dalam KUHAP. Hak tersangka untuk mendapatkan ganti
kerugian telah memiliki aturan, namun masih banyak masyarakat yang
tidak mengetahuinya tetaoi mereka memilih untuk tidak menggunakan hak
tersebut dengan alasan untuk mendapatkan ganti kerugian butuh proses
yang panjang dan lama dan juga mengeluarkan banyak biaya.
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Jika berdasarkan pada kasus pembayaran ganti kerugian diatas tidak
memiliki dasar hukum. Dalam kasus ini pembayaran ganti kerugian tidak
dilakukan sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang telah
ditetapkan sebelumnya yaitu peraturan menteri keuangan yaitu Keputusan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 tentang
Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian. Tetapi karena satu dan lain hal
pada kasus ini polisi pada polsek tamalate tidak mau mengambil resiko
atau tidak mau mendapat sanksi atas tindakan yang tidak sah dilakukan
oleh tersangka. Jika praktik seperti ini terus dilakukan penulis khawatir aka
nada dampak social yang terjadi di masyarakat. Misalnya, jika polisi
melakukan tindakan upaya paksa dan terbukti tidak sah kemudian yang
harus membayar ganti kerugiannya adalah polisi itu sendiri, maka
pertanyaannya apakah polisi tersebut sanggup untuk membayar ganti
kerugian tersebut? dengan besarnya jumlah ganti kerugian yang kemudian
akan ditetapkan oleh praperadilan menyusul dikeluarkannya PP No. 92
Tahun 2015. Dengan gaji yang relative standar penulis khawatir jika praktik
seperti ini terus berlanjut maka dampak sosialnya akan lebih besar.
Berdasarkan hasil identifikasi beberapa peraturan perundangan-
undangan dan data register permohonan praperadilan khususnya ganti
kerugian terhadap tersangka atau terdakwa, ditemukan beberapa faktor
yang mempengaruhi penegakan hukum dan penerapan/implementasi hak
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atas ganti kerugian bagi tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana
yakni:
1. Peraturan mengenai ganti kerugian yang sudah tidak relevan
dengan perkembangan zaman
Peraturan yang telah ada mengenai ganti kerugian di Indonesia
yaitu Pasal 95 KUHAP, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana dan Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor: 983/KMK.01/1983 Tanggal 31 Desember 1983
tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian. Peraturan tersebut
sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sudah sangat lama bahkan
usianya sudah hampir 32 tahun, sudah tidak relevan dengan
perkembangan zaman. Terutama mengenai proses pengajuan
permohonan ganti kerugian dan jumlah ganti kerugian.55
Beberapa peraturan diatas memang sudah produk lama
harusnya untuk lebih menjamin hak ganti kerugian bagi
tersangka/terdakwa pemerintah dapat membuat peraturan yang
sesuai dengan perkembangan zaman sekarang.
55 Flora Veronika, 2016, Penerapan Ganti Kerugian Terhadap Terdakwa Yang Diputus Bebas
Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Jurnal
Fakultas Hukum: Pekanbaru.
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2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adanya hak ganti
kerugian
Pada umumnya masyarakat tidak mengetahui bahwa negara akan
memberikan ganti kerugian jika aparat penegak hukum yang bertindak
atas nama negara tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan
KUHAP dalam hal ini pada saat dilakukan penangkapan dan
penahanan. Ketika masyarakat mengetahui adanya ganti kerugian
mereka tidak mengetahui tata cara pengajuan permohonannya kemana
dan tidak mengetahui prosesnya seperti apa.
Menurut salah satu hakim yang ada di Pengadilan Negeri Makassar
yaitu Bonar Harianja S.H, M.H (wawancara tanggal 04 Januari 2017)
menyatakan:
“Bahwa eksistensi ganti kerugian di masyarakat memang kurang
diketahui oleh orang banyak. Ini dibuktikan dengan jarangnya
praperadilan menangani kasus ganti kerugian tiap tahunnya.
Kebanyakan masyarakat baru mengetahui adanya ganti kerugian
ketika kasusnya telah masuk tahap persidangan. Inilah yang
menjadi tugas sebagai orang hukum untuk memberikan penyuluhan
kepada masyarakat agar mereka paham akan adanya ganti
kerugian”.
3. Hak Ganti Kerugian dapat diperoleh dengan terlebih dahulu harus
dimohonkan
Untuk mendapatkan ganti kerugian yang menjadi hak tersangka
atau terdakwa yang telah mengalami tindakan upaya paksa
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(penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan), dituntut,
diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena
kekeliruan mengenai orangnya atau kekeliruan penerapan hukum atau
karena sahnya penghentian penyidikan dan sahnya penghentian
penuntutan, terlebih dahulu harus diajukan permohonan ke pengadilan
negeri setempat yang berarti untuk mendapatkan ha katas ganti
kerugian semata-mata dengan inisiatif tersangka atau terdakwa. Jadi
tidak ada ganti kerugian jika pihak yang dirugikan (tersangka atau
terdakwa) tidak mengajukan tuntutan ganti kerugian ke pengadilan.56
4. Prosedur pengajuan permohonan ganti kerugian tidak jelas
Ketentuan Pasal 81 dan Pasal 95 ayat (2) secara tersirat
mensyaratkan bahwa untuk mengajukan permohonan ganti kerugian,
terlbih dahulu dilakukan penilaian tentang sah atau tidaknya
penangkapan dan penahanan atau sah atau tidaknya penghentian
penyidikan dan penuntutan dan yang melakukan penilaian tersebut
adalah praperadilan dengan syarat tersangka/terdakwa atau kuasanya
terlebih dahulu mengajukan permohonan ka praperadilan untuk
menilainya, sebagaimana dalam Pasal 79 dan Pasal 80 KUHAP.
56 Haeranah, Loc.cit Hal. 278
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Berdasarkan ketentuan tersebut seolah-olah bahwa untuk
mengajukan permohonan ganti kerugian terlebih dahulu harus
ditempuh proses praperadilan untuk menentukan sah atau tidaknya
penangkapan dan penahanan atau sah tidaknya penghentian
penghentian penyidikan dan penuntutan. Apabila praperadilan
menetapkan bahwa tindakan penangkapan atau penahanan tidak sah
atau sah tidaknya penghentian penghentian penyidikan dan
penuntutan, barulah diajukan tuntutan ganti kerugian.
Dengan melihat ketentuan tersebut, berarti yang berkepentingan
dalam hal ini tersangka harus menempuh dua proses: pertama,
praperadilan untuk menentukan sah atau tidaknya penangkapan dan
penahanan oleh aparat penegak hukum kepadanya. Pihak ketiga yang
berkepentingan atau penyidik/penuntut umum mengajukan
permohonan praperadilan untuk menentukan sah atau tidaknya
penghentikan penyidikan dan penghentian penuntutan. Kedua, dengan
landasan praperadilan tentang tidak sahnya penangkapan dan
penahanan atau sah tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan
tersebut dilanjutkan tuntutan ganti kerugian kepada praperadilan.57
57 Ibid Hal. 301
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5. Prosedur untuk mendapatkan uang ganti kerugian yang panjang dan
lama
Tuntutan ganti kerugian yang dikabulkan oleh hakim praperadilan
atau hakim pengadilan negeri tidak serta merta didapatkan setelah
adanya penetapan, tapi harus melalui proses panjang. Sesuai dengan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian akan
diuraikan sebagai berikut:
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Dari ketentuan tata cara pembayaran ganti kerugian tersebut terlihat
bahwa ganti kerugian yang sudah dituangkan dalam penetapan tidak dapat
langsung diberikan kepada yang berhak, akan tetapi untuk memperoleh
KETUA PENGADILAN NEGERI MENGAJUKAN
PERMOHONAN KEPADA MENTERI KEHAKIMAN cq.
SEKERTARIS JENDERAL DEPARTEMEN KEHAKIMAN
MENTERI KEHAKIMAN cq. SEKERTARIS JENDERAL
DEPARTEMEN KEHAKIMAN MENGAJUKAN
PERMINTAAN PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN
OTORISASI KEPADA MENTERI KEUANGAN cq. DIRJEN
ANGGARAN
MENTERI KEUANGAN cq. DIRJEN ANGGARAN
MENERBITKAN SURAT KEPUTUSAN OTORISASI
SURAT KEPUTUSAN OTORISASI (SKO) DISAMPAIKAN
KEPADA YANG BERHAK
SETELAH ITU DAPAT DIAJUKAN PERMOHONAN
PEMABAYARAN KEPADA KANTOR PERBENDAHARAAN
NEGARA (KPN) MELALUI PENGADILAN NEGERI DENGAN
MELAMPIRKAN:
• SURAT KEPUTUSAN OTORISASI
• ASLI DAN SALINAN COPY PETIKAN PENETAPAN PENGADILAN
KETUA PENGADILAN NEGERI MENERUSKAN
PERMINTAAN PEMBAYARAN KE KPN DENGAN
MENYERTAKAN SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN (SPP)
KANTOR PERBENDAHARAAN NEGARA MENERBITKAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) KEPADA YANG
BERHAK
APABILA KPN TELAH MELAKSANAKAN
PEMBAYARAN GK, KPN MEMBUBUHKAN
CAP BAHWA TELAH DILAKUKAN
PEMBAYARAN DALAM PETIKAN ASLI




pembayaran ganti kerugian harus melalui prosedur yang berbelit dan dapat
memakan waktu yang lama, apalagi pihak-pihak yang diserahi tugas dalam
pelaksanaan pembayaran seperti Dirjen Anggaran memberikan pelayanan
acuh tak acuh atau Ketua Pengadilan Negeri lambat dalam mengajukan
permintaan pembayaran ataupun pihak Kantor Perbendaharaan Negara
(KPN) yang memperlambat pembayaran ganti kerugian tersebut.
Namun dengan disahkannya Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015,
pencairan dana ganti kerugian menjadi lebih singkat. Dalam Pasal 11 ayat
(2) dikatakan bahwa pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka
waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal
permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dibidang keuangan. Jadi pemerintah memberikan
jaminan bahwa pencairan dana ganti kerugian akan dilaksanakan paling






Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab
sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:
1. Pengaturan hukum mengenai ganti kerugian dapat dilihat dasar
hukumnya pada Pasal 9 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 95 Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang intinya mengatakan bahwa
Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa
alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan
mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak
menuntut ganti kerugian.
2. Implementasi pemberian ganti kerugian bagi tersangka yang
dikenakan tindakan penangkapan dan penahanan yang tidak sah
oleh aparat penegak hukum di Kota Makassar belum optimal, hal ini
didasarkan pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa
masyarakat di Kota Makassar yang sangat sedikit mengetahui
adanya ganti kerugian dari negara apabila ditangkap dan ditahan
tidak sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
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Ada beberapa kendala ataupun faktor yang mempengaruhi
penerapan/implementasi ganti kerugian yang dialami tersangka oleh
aparat penegak hukum di Kota Makassar, yaitu: Peraturan mengenai
ganti kerugian yang sudah tidak relevan dengan perkembangan
zaman, Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adanya hak
ganti kerugian, Hak Ganti Kerugian dapat diperoleh dengan terlebih
dahulu harus dimohonkan, Prosedur pengajuan permohonan ganti
kerugian tidak jelas,dan Prosedur untuk mendapatkan uang ganti
kerugian yang panjang dan lama.
B. Saran
1. Perlu adanya pengaturan yang sistematis, rinci dan jelas dalam
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ataupun dalam
peraturan pelaksanaannya mengenai Ganti Kerugian, sehingga
terdapat dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan ketentuan
perundang-undangan agar membuat masyarakat merasa aman
dengan adanya aturan hukum yang baru.
2. Perlu dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat di Kota Makassar
tentang pemenuhan hak ganti kerugian terhadap tersangka.
Kegiatan sosialisasi berupa penyuluhan ataupun seminar untuk
memperkenalkan hukum kepada masyarakat hendaknya lebih
ditingkatkan, karena dengan adanya sosialisasi, masyarakat
memahami mekanisme hukum khususnya mengenai ganti kerugian.
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Serta sebagai cara aparat penegak hukum untuk lebih dekat dengan
masyarakat.
3. Untuk aparat penegak hukum terutama kepolisian dan kejaksaan
hendaknya lebih meningkatkan kinerja secara professional dan
selalu mengikuti KUHAP sebagai acuan dalam bertindak. Selain itu
kepolisian dan kejaksaan juga harus lebih mengutamakan
kepentingan masyarakat dalam menegakkan hukum dan
memberikan perlindungan serta keadilan kepada para tersangka
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